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| SALINAN |

BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
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.Dﬁmﬁ}ﬁﬁfRUUHﬂﬂvrﬁﬁﬁmﬁﬂiY%ﬁﬂ?ﬂdﬁﬁﬂiEEM%
BUPATI TOBA SAMOSIR

bahwa  dalam rangka  mendukung  teriaksananya
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, maka
perlu dilakukan tertib administrasi dan tertib pengelolaan
terhadap Barang Milik Daerah;

bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah harus dikelola
secara baik agar dapat memberi manfaat yang sebesar-
besarnya bagi Pengelola Barang, Pengguna Barang Milik
Daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, disebutkan ketentuan
lebih lanjut mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah
diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan
Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagalmana dlmaksud
dalam Pasal 90 ayat (3); :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara Repubhk '
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Sameosir

~ Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor

- 188, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor

3794);

‘Undang-Undang - Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indounesia Nomor 4355);




Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan
Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) .
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang—'
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679j);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indanesia Nomar 3643);

Peraturan Pemerintah Nomer 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan Dan
Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat
Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ,

. 2005 Nomor 4578);

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

- Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

-Nomor 5165); v
10.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272); 4

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan
Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan- Perorangan Dinas
(Lembai‘an Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Namar 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua‘
Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum; '

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara .
Penjualan Rumah Negara;



1.
2.
3

ook

16.

18.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan Dan ’I‘untutan Ganti Rugi Dan Materlal'

: ‘ - Daerah;
o ‘ 17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah
sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

»Nomor' 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
- Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan

Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah

‘Beberapa Kali Terakhir Dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri .

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

- Daerah;
19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Toba Samosir Kabupaten Toba Samosir Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba
Samosir. :

| Dehgan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KA.BUPATEN TOBA SAMOSIR

dan
BUPATI TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

' Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG

MILIK DAERAH.

' BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

b Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
- adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Toba Samosir. -

Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

-APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Toba

Samosir.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bupatl

‘Toba Samosir.

Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten
Toba Samosir.

Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola
Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab

; E . ' melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
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11,
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14,

15.

- 16.

17.
18,
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20.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur
pembantu Bupatl dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPD yang mempunya1
fungsi pengelolaan barang m111k daerah selaku pejabat pengelola
keuangan daerah.

. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh

atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari

- - perolehan lainnya yang sah.
13

Pengelola Barang ddalah pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan
pengelolaan Barang Milik Daerah. :

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan
Barang Milik Daerah.

Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau peJabat yang
ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara mdependen
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

Penilaian adalah proses kegiatan untuk membenkan suatu oplm nilai
atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat
tertentu. :
Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan. rincian
kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan
barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai
dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna
Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah
sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak

A digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja

21.

22,

23.

04,

- 25.

perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan
tidak mengubah status kepemilikan.

Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain daslam
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang Pemerintah
Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu
tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir
diserahkan kembah kepada Pengelola barang,

Kerja Sama Pemanfaatan adalah Pendayagunaan Barang Milik Daerah
oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka
peningkatan penerimaan bukan pajak/ pendapatan daerah dan sumber
pembiayaan lainnya.

Bangun Guna Serah adalah yang selanjutnya disingkat BGS adalah
pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain
dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam
jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya
diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut . -
fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah
pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain
dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk

- didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka Waktu tertentu

yang disepakati.



26.

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara
Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan yang

- berlaku.

- 27.

28.

29.

30.

Pennndahtanganan adalah pengahhan kepemlhkan Barang Milik
Daerah. '
Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah
yang dilakukan antar Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah
Daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian utama
dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah = Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada

" Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah

31

33

- 34.

35,
36.

38.
- 30,
40.
41,

- 42,
43.

Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.

. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.
- 32.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah
perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan
Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan
sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, atau
badan hukum lainnya yang dimiliki negara. '
Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan
Barang Milik Daerah.

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari
daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang
berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang,
dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi
dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. '
Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,
inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang—undangan ' -

.Inventarisasi adalah kegiatan "~ untuk melakukan pendataan,

pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.

Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang
digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.

Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data
barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektur Kabupaten Toba
Samosir.

Tender adalah kegiatan pengadaan barang/ jasa yang dibiayai oleh
APBD, baik yvang dilaksanakan secara swakelola maupun penyed1a4
barang/jasa.

Stock Opname adalah penghitungan fisik persediaan.

Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan
berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan

keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau

44,

pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat

- RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik

45.

daerah untuk periode 1 {satu) tahun.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan
pembinaan, pengawasan dan pengendalian.



46.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna
Barang.

Pasal 2

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai bagian dari pengelolaan

keuangan ' daerah yang dilaksanakan secara terplsah dari Pengelolaan

Barang Milik Negara

Pasal 3

. (1) Barang Milik Daerah meliputi:

a. barang <yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; dan ‘
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

: (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:'

‘a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
" ¢. barang yang dipercleh sesuai dengan ketentuan peraturan
- perundang-undangan; atau
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap.

Pasal 4

(1) Pengélélaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas

fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas,
dan kepastian nilai. '

' (2) Pengelolaan Barang Milik Daerah mehputl

Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran
Pengadaan,; '

Penggunaan;

Pemanfaatan;

Pengamanan dan Pemeliharaan;

Penilaian;

Pemindahtanganan;

Pemusnahan;

Penghapusan;

Penatausahaan; dan ’
Pembinaan, Pengavvasan dan Pengendahan

FTUR TR e a0 o

~ BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud pengelolaan barang milik daerah adalah untuk :

‘a. mengamankan barang milik daerah;

b. menyeragamkan langkah- langkah dan tindakan dalam pengelolaan
barang milik daerah;

c. memberikan jaminan/kepastian hukum dalam pengelolaan barang
mlhk daerah. s




Pasal 6

- Tujuan penoelolaan barang milik daerah adalah untuk :

a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemermtahan
dan pembangunan daerah; *
b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang;

c. terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektlf dan

efesien.

| BAB III |
PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

| Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 7

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milikvda..erah.
 (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:

a.
b.

C.

C.

menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan

. barang milik daerah;

menetapkan kebljakan pengamanan dan pemeliharaan barang
milik daerah;

menetapkan pejabat yang mengurus dan menylmpan barang milik
daerah;

mengajukan usul pemindahtanganan barang m111k daerah yang
memerlukan persetujuan DPRD;

menyetujui  usul permndahtanganan pemusnahan, dan
penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selam tanah
dan/atau bangunan; dan

menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk
kerjasama penyediaan infrastruktur.

‘ Bagian Kedua
Pengelola Barang

Pasal 8 _

: (1) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.

(@ Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab:’
S a.
b.

meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
meneliti dan menyetujui rencana - kebutuhan
pemeliharaan/perawatan barang milik daerah; -
mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik
daerah yang memerlukan persetujuan Bupati ;

. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan pemusnahan,

dan penghapusan barang milik daerah;

. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang

telah disetujui oleh Bupati atau BPRD;
melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik

- daerah; dan

. melakukan pengawasan dan 'pengendallan atas pengelolaan barang

RS -5 R, I



| Bagian Ketiga'
Pe_]abat Penatausahaan Barang

Pasal 9

(1) Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah

selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.

: (2) Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah sebagaifnana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupat1

: '(3) Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah sebagajmana dlmaksud

pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:

a.

membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan

. dalam penyusuran rencana kebutuhan barang milik daerah kepada

Pengelola Barang;
membantu meneliti dan memberikan pertlmbangan persetujuan

. dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan
~ barang milik daerah kepada Pengelola Barang;

memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang ‘atas
pengajuan usul pemanfaatan dan pemmdahtanganan barang milik

daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;

memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk
mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,
dan penghapusan barang milik daerah; :

memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas
pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah . yang. telah
disetujui oleh Bupati atau DPRD; '

membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordma31
inventarisasi barang milik daerah;

melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau

- bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak

digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi-

- SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati

melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada

pada Pengelola Barang;

mengamankan dan memehhara barang milik daerah sebagalmana
dimaksud pada huruf g;
membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendahan

atas pengelolaan barang milik daerah; dan
menyusun laporan barang milik daerah.

: - Bagian Keempat
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 10

Kepala SKPD selaku Penggunei Barang Milik Daerah. -

Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang
dan bertanggung jawab: '

a'.
b.

C.

mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik
daerah bagi SKPD yang dipimpinnya; :

mengajukan  permohonan penetapan status penggunaan barang
yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

‘melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang

berada dalam penguasaannya;



d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam

- . penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya; _

e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada

o " ' dalam penguasaannya;

f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang

. milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan -yang tidak
- memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain
tanah dan/ atau bangunan;

g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan /atau
bangunan  yang  tidak digunakan untuk  kepentingan

i (O o '~ penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan
F B sedang tidak dlmanfaatkan pihak lain, kepada Bupat1 ~melalui

Pengelola Barang; -
h.. mengajukan usul p\,musnahan dan penghapusan barang milik -
daerah;
i melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang
milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna
A : semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada
S dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang :

Pasal 11

(1) Pengguna Barang ,dapat mehmpahkan sebagian kewenangan dan
' tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang. :

- {(2) Pehmpahan sebagian wewenang dan. tanggungjawab kepada Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh .
Bupati atas usul Pengguna Barang.

. (3) Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban
kerja, lokasi, kompe‘ren31, dan/ atau rentang kendali dan pert1mbangan'
objektif lainnya.

Bagian Kelima
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Pasal 12

(1) Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna.
Barang. :

- (2) Pejabat Pehatéuséhaan Pengguna Barang sebaga1mana dlmaksud ‘
pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.

(3) Pe_]abat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yaitu pejabat yang memb1dang1 fungsi pengelolaan barang
.milik daerah pada Pengguna Barang

f (4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebaga1mana dimaksud
) pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:

a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik

~ daerah pada Pengguna Barang;

- b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang
yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; -

5 ' . c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang
N - dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang
L R Pembantu; -




menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemmdahtanganan
barang milik' daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah
dan/atau bangunan; :
mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak

dimanfaatkan oleh pihak lain; '
menylapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik
‘daerah; . '
meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dllaksanakan
oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu; _
‘memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan
menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk
mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;

meneliti dan memverifikasi Kartu Inventans Ruangan (KIR) setiap
semester dan setiap tahun;

- melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas

‘perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang dlsampalkan oleh
Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

Bagian Keenam
Pengurus Barang Pengelola

Pasal 13

Pengurus Barang Pengelola dltetapkan oleh Bupat1 atas usul Pejabat
Penatausahaan Barang

 Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik
daerah pada PeJabaL Penatausahaan Barang

Pengurus Barang Pengelola sebagaunana dlmaksud pada ayat (1)

berwenang dan bertanggung jawab:

a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik
daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;

b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan
persetyjuan - dalam penyusunan rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan barang m111k daerah kepada Pejabat
Penatausahaan Barang;

c. menyiapkan dokumen penga_]uan usulan pemanfaatan dan

' .pemlndahtanganan barang milik daerah yang memerlukan
persetujuan Bupati; v _

d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,
dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan
pertimbangan oleh - Pejabat Penatausahaan Barang dalam
pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan

. dan penghapusan barang milik daerah; :

e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang

- yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas

dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada

Bupati melalui Pengelola Barang; A

menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;

g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa .
Pengguna Barang;

]
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h melakukan rekons111as1 dalam rangka penyusunan 'laporan barang
milik daerah; dan

i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang  Pengguna
semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebaga1
bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.

Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional

‘bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola -

Barang mela1u1 Pejabat Penatausahaan Barang.

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus
Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang
Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.

Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan keglatan perdagangan,
pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai
pernjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang
anggarannya dibebankan pada APBD.

Bagian Ketujuh
Pengurus Barang Pengguna

Pasal 14

Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul

- Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berwenang dan bertanggungjawab:

a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan

- penganggaran barang milik daerah;

b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan

barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan

lainnya yang sah;

melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah

membantu mengamankan barang milik daerah yang. berada pada

- Pengguna Barang;

e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan ‘dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang
milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

e o

f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa

tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang
dan sedang tidak dimanfaatkan plhak lain;
menyiapkan = dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan
- penghapusan barang milik daerah; _ o
h. menyusurn laporan barang semesteran dan tahunan;
i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota
permintaan barang;

j- mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepad'a Pejabat

Penatausahaan Barang Pengguna;
k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perlntah Penyaluran
Barang (SPPB) yang d1tuangkau dalam berita acara penyerahan
barang;
membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan
m. memberi label barang milik daerah; ,
mengajukan permohonan  persetujuan kepada . Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik
barang milik daerah berdasarkah pengecekan fisik barang:

Yok
.



(3)

(1)

@

11

p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen
kepemilikan barang - milik daerah dan menyimpan
asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang

- Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan '

. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan
kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti
oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang,.

Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

secara administratif bertanggung jawab kepada Pernigguna Barang dan

secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi' Pengurus

Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang

Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.

- Pengurus Barang, . Pengguna = dilarang melakukan Kkegiatan

perdsgangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan
tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Bagian Kedelapan
Pengurus Barang Pembantu

Pasal 15

Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa
Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.

Pembentukan Pengurus Barang ~Pembantu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang
yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang
kendali dan perUmbangan objektif lainnya.

Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang dan bertanggungjawab:
a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran
barang milik daerah;

'b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan‘

barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan
" lainnya yang sah;

melaksanakan pencatatan dan 1nventarloa31 barang milik daerah;

membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada

Kuasa Pengguna Barang;

e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang
milik dasrah selain tanah dan/atau bangunan;

f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa
tanah dan/atau bangunan yang ‘tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna
Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain; '

g menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan
penghapusan barang milik daerah;

o

~h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;

i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota
permintaan barang; :

j- mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa

 Pengguna Barang;

k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran
Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan
barang:
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 membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
m. memberi label barang milik daerah;

mengajukan permchonan persetujuan kepada PeJabat
Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang
atas perubahan kondisi ﬁ31k barang milik daerah pengecekan fisik
. barang;

o. melakukan stock ooname barang persedlaan

- p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ sahnan dokumen

kepemilikan =~ barang = milik daerah dan  menyimpan
asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;

q melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang

Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan

.T. membuat laporan mutasi barang ' setiap bulan yang dlsampalkan.

pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah
diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus

- Barang Pengguna.
Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak

langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan.

. pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas

(1)

@)

6)

@)

kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan
pada APBD ‘

‘ BAB IV
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 16

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja

~Perangkat Daerah serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada.

- (2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

Perencanaan pengadaan, pemeliharaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Perencanaan Kebutuhan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

merupakan salah satu dasar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah

dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan
angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali
untuk Penghapusan, berpedoman pada:
a. standar barang;

‘b. standar kebutuhan; dan/atau
c¢. standar harga.

Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana d1maksud pada
ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh" Bupat1 setelah -

berkoocrdinasi dengan dinas teknis terkait.

Penetapan standar kebutuhan oleh Bupat1 sebagalmana dimaksud
pada ayat (5) huruf b dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan

oleh Bupat1

Standar harga sebagaimana dlmaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan
~oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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Pasal 17

"(1) Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang

diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan
- kantor yang dipimpinnya. :

(2) Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan Barang
Milik- Daerah sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) kepada Pengelola
Bararng. .

(3) ‘Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan
Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama
Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada
‘Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dan menetapkannya
sebagai rencana kebutuhan Barang Milik Daerah. '

Pasal 18

Ketentuan 1eb1h lanjut mengenai tata cara _pelaksanaan Perencanaan
Kebutuhan dan penganggaran Barang Mlhk Daerah diatur dengan
Peraturan Bupatl

BAB V
PENGADAAN

Pasal 19

(1) Pengadaar Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip

‘efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

(2) Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang—undangan '

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan Barang Milik
: Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGGUNAAN

Pasal 20

Status Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21 .

Penetapan status Penggunaan tidak dilakuken terhadap:

Barang Milik Daerah berupa:A

barang persediaan,

konstruksi dalam pengerjaan atau

barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut .Oleh
" Bupati. ,
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Pasal 22

_‘ Bupati dapat mendelegasikan penetapan status-Penggunaan atas Barang
+ Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu

kepada Pengelola Barang Milik Daerah..

t

Pasal 23

Penetapan ' status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Daerah yang d1ter1manya
kepada Pengelola Barang disertai dengan usul Penggunaan; dan

b. Pengelola Barang meneliti laporan dari Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengajukan usul
Penggunaan kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 24

Barang Milik Daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, guna

~dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum

sesuar tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
bersangkutan. = - ‘ '

Pasal 25

Barang Milik Daerah yang‘ telah ditetapkan status pengguﬁaarinya pada

‘Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang .
- lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status

Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terleblh dahulu
mendapatkan persetujuan Bupati. ,

Pasal 26

(1) Barang Milik Daerah dapat dialihkan status penggunaannya dari
Pengguna Barang kepada Pengguna - Barang lainnya untuk
- penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Bupati.

(2) Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah dapat pula
dilakukan berdasarkan inisiatif dari Pengelola Barang, dengan terlebih
dahulu membentahukan maksudnya tersebut kepada Pengguna
Barang.

Pasal 27

(1) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah

dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah

- dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan

‘ ,penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang yang bersangkutan.

‘ .' (2) Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Daerah berupa

tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam
‘penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, kepada Bupati
melalui Pengelola Barang Milik Daerah.

(3) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
apabila tanah dan/atau bangunan tersebut telah direncanakan untuk
digunakan atau dlmanfaatkan dalam Jangka waktu tertentu yang
ditetapkan oleh Bupati. :
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(1) Pengguna Barang yang t1dak menyerahkan Barang Milik Daerah berupa _

tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal .27 ayat (2) kepada Bupati dikenakan sanksi
berupa:

a. pembekuan dana pemeliharaan Barang M]hk Daerah berupa tanah

dan/atau bangunan tersebut. : _
b. penundaan = penyelesaian atas usulan Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, atau Penghapusan Barang Milik Daerah.
(2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan atau tidak
. dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut penetapan
status penggunaannya oleh Bupati:

Pasal 29

’ t-l) Bupati menetapkan Barang Milik Daerah yang harus diserahkan oleh

Pengguna Barang karena  tidak digunakan untuk kepentingan

. penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa

Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain.

(2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengelola Barang Milik Daerah atau Bupati memperhatikan: ,
a. standar Kebutuhan tanah = dan/atau = bangunan untuk

menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi instansi

bersangkutan,; v
b. hasil audit atas Penggunaan tanah dan/ atau bangunan; dan/atau
- c laporan, data, dan informasi yang dlperoleh dari sumber lain.

'  (3) Tlndak lanjut pengelolaan atas penyerahan Barang Milik -Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:.
a. penetapan status Penggunaan;

b. Pemanfaatan; atau

c. Pemindahtanganan.

BAB VII
' PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
- Kriteria Pemar_lfaatan

Pasal' 30

(1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh:

‘a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk Barang Milik
Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang;

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk
‘Bar ang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan
yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah
dan/atau bangunan. :

(2) Pemanfaatan Barang Mlllk Daerah dilaksanakan berdasarkan
pertimbangan teknis dengan memperhatlkan kepentmgan daerah dan
' kepentmgan umum.
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Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan

- Pasal 31

Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa:

a. Sewa;

b. Pinjarn Pakai;

¢. Kerja Sama Pemanfaatan;

d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, atau
e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Bagian Ketiga

Sewa

Pasal 32

(1) Sewa Barang Milik Daerah dllakéanakan terhadap:

a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah
diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan
yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau;
- ¢. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

. (2) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan
Bupati.

(3) Sewa Barang M111k Daerah sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah' mendapat
persetu]uan dari Pengelola Barang.

Pasal 33

- (1) Barang Milik Daerah dapat disewakén kepada Pihak Lain.

(2) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun
dan dapat diperpanjang.

(3) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
a. kerja sama infrastruktur; ’
b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa
lebih dari 5 (lima) tahun; atau .
c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.

(4) Formula tarif/besaran’ Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati.

"(5) Besaran Sewa atas Barang Milik Daerah untuk kerja -sama

-infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau untuk
kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa
lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis
infrastruktur.

(6) Formula tarif/besaran Sewa Barahg Milik Daerah selain tanah
dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada
kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah.
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| : ‘ (7) Sevva Barang Milik Daerah dllaksanakan berdasarkan perjanjian, yang -

‘sekurang-kurangnya memuat:
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
~b.” jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan Jangka waktu
c. tanggung jawab penyewa ‘atas biaya operasmnal dan pemeliharaan
. selama jangka waktu Sewa; dan
d. hak dan kewajiban para pihak.

" (8) Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan daerah dan
' seluruhnya wajib disetorkan ke rekenmg Kas Umum Daerah

" (9) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekahgus secara tuna1 paling
* lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya pexjanjlan Sewa’
Barang Milik Daerah

(10) D1kecual1kan darl ketentuan sebagalmana dimaksud pada ayat (9)
penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah untuk kerja sama
‘infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetUJuan.
Pengelola Barang :

Pasal 34

- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sewa Barang Milik
Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

- Bagian Keempat '
Pinjam Pakai

Pasal 35

| (1) Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan antara Pemerintah
- Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan.

. {2) Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah pallng lama 5 (lima)
tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

~ (3) Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjan_uan yang sekurang—
: kurangnya memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan;

c. jangka waktu dan syarat-syarat berakh1rnya ‘perjanjian pinjam

akai

d. ganggung jawab pemmjam atas b1aya operasmnal dan pemehharaan

selama jangka waktu peminjaman; dan '

; - e. hak dan kewajiban para pihak.

Bagian Kelima
Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 36

Ker_]a Sama Pemanfaatan Barang M111k Daerah dengan Plhak La1n |
- dilaksanakan dalam rangka:

- "a. mengoptimalkan daya guna dan hasﬂ guna Barang M111k Daerah

dan/atau
-b. meningkatkan penenmaan / pendapatan daerah.
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" Pasal 37

(1) Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap:
a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah
‘diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan
yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
C. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan

(2) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

|
‘ :
| (3) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana

: dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang
[ ‘ setelah mendapat persetujuan Bupatl

(4) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf ¢ dilaksanakan
‘ oleh Pengguna Barang setela_h mendapat persetujuan Pengelola
~ ' Barang

} - : Pasal 38

:l (1) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan
L : dengan ketentuan:
a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran

’ Pendapatan.' - dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya
! : ’ ‘ operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan
'; terhadap Barang Milik Daerah tersebut;
’ b. mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali
| ' untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan
| penunjukan langsung; .
o c. Penunjukan Langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang
o - Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada

o - huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap Badan Usaha
Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

‘ - d. mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap
o ‘ setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah
; : ' ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama
L

Pemanfaatan ke rekening Kas Umum Daerah;
€. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
hasil Kerja Sama Pemanfaatan dltetapkan dari hasil perhitungan

| , ' tim yang dibentuk oleh:
|
! : : 1. Bupati, untuk Barang Milik Daerah bérupa tanah dan/atau

3 S bangunan;
L 2. Pengelola Barang Milik Daerah untuk Barang Milik Daerah
1 - selain tanah dan/atau bangunan.
o f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
' hasil Kerja Sama Pemanfaatan harus mendapat persetujuan
’ _ Pengelola Barang;
L C o g. dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa
| : tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan
" | pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta
- . fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan
. tetapi tidak termasuk sebagai objek Kerja Sama Pemanfaatan;
. : ‘ h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari
| kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan
‘ sebagaimana dimaksud pada huruf g paling banyak 10% (sepuluh
| : persen) dari total penerimaan. kontribusi tetap dan pembagian

keuntungan selama masa Kerja Sama Pemanfaatan,;
L
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i.” bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap
dan pembagian keuntungan dan awal pengadaannya merupakan
Barang Milik Daerah; _

j. selama jangka - waktu pengoperas1an mitra Kerja ‘Sama
Pemanfaatan dilarang menjammkan atau menggadaikan Barang
Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan; dan

k. jangka waktu Kelj]a Sama Pemanfaatan paling lama 30 (t1ga puluh)

~ tahun sejak perjanjian dltandatangam dan dapat diperpanjang:

(2) Semua biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan yang terjadi setelah

(3)

ditetapkannya mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan biaya pelaksanaan
‘Kerja Sama Pemanfaatan menJadx beban mitra Kerja Sama
Pemanfaatan.-

Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf k tidak berlaku dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan atas

Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur berupa

- a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan sungai dan/atau

danau, bandar udara, terminal;

b.. infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus;

c. Infrastruktur sumber daya air mehputl saluran pembawa air baku
dan/atau waduk/ bendungan

d. Infrastruktur air minum mehput1 bangunan pengambllan air baku,
jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi
pengolahan air minum; ' '

e. Infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah,
jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana
persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat
pembuangan; :

f. Infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;

g Infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi,
distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau;

Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah

untuk penyediaan infrastruktur sebaga1mana dimaksud pada ayat (3)

paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak pexjanjlan ditandatangani dan

dapat diperpanjang.

Dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah

untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berbentuk Badan Usaha Milik Daerah, kontribusi tetap dan pembagian

keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh

persen) dari hasil perhltungan tim sebagalmana dlmaksud pada ayat

(1) hurufe.

Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Tender

Pasal 39

‘Tender sebagaimana dirriaksud délam. Pasal 38 ayat (1) huruf b dilakukan

dengan tata cara:

a.
b.

c.

rencana tender diumumkan di media massa nasional;
tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling
sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran;

dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3

(tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; -
dan

. -dalam hal setelah pengumuman ulang:

1. terdapat paling sedlklt 3 (tiga) peserta calon mitra, proses

I L I Y




2. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan
- proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung;
atau ' » _
3. terdapat 1 (satu) peserta ‘calon mitra, tehder dlnyatakan gagal dan. -
proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan
langsung. :

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Tender Barang
Milik Daerah diatur dengan PeraLuran Bupati.
Bagian Ketujuh

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna .

Pasal 41

| (1) Bangﬁn Guna Serah atau'Bangun Sei‘ah -Guna Barang Milik Daerah

dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan  pemerintahan daerah untuk kepentingan
pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
dan

b.tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran
- Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyedlaan bangunan dan
fasilitas tersebut.

(2) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah
sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh  Pengelola
Barang.

(3) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh, Pengelola
Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.

(4) Barang Milik Daerah berupa tanah yang status penggunaannya ada
. pada Pengguna Barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan
tugas dan fungs1 Pengguna Barang yang bersangkutan, dapat
dilakukan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna setelah
terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati untuk Barang Milik Daerah.

. (5) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud

pada ayat (4] dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan
mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya.
| _
Pasal 42

Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil dari

pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan
oleh Bupati untuk Barang Milik Daerah, dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 43

(1) Jangka waktu Bangun' Guna Serah atau Bangun Serah Guna 'paling‘

lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

.'(2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

dilaksanakan melalui tender.




(3)

(4)

(6)

(7)
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Mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang telah

ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian:

a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap
tahun, yang besarannya {d1tetapkan berdasarkan hasil perhitungan
tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;

b. wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah
“Guna; dan

c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:

1. Tanah yang menjadl objek Bangun Guna Serah atau Bangun
Serah Guna; '

2. hasil Bangun Guna Serah yang dlgunakan langsung untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerlntah Pusat/ Daerah;
dan/atau

3. Hasil Bangun Serah Guna.

Dalam jangka ‘waktu pengoperasian, hasil Bangun Guna Serah atau

Bangun Serah Guna harus digunakan langsung untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah paling sedikit
10% (sepuluh persen).

‘Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan

berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian,;

-b. objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;

c. jangka waktu dan syarat-syarat berakhirnya perjanjian;

d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.

Izin mendirikan bangunan dalam rangka Bangun Guna Serah atau
Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah, untuk
Barang Milik Daerah.

Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah
Guna yang terjadi setelah ditetapkannya. mitra dan blaya pelaksanaan
menjadi beban mitra yang bersangkutan.

Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyerahkan
objek Bangun Guna Serah kepada Pengelola Barang pada akhir jangka
waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan
intern Pemerintah.

Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyerahkan
objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu

- pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern

Pemerintah.-

Pasal 44

Bangun Serah Guna Barang.Milik Daerah dilaksanakan dengan tata cara:

_a.
. b.

- C.

mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah
Guna kepada Bupati setelah selesainya pembangunan ;

hasil Bangun Serah Guna yang diserahkan kepada Bupati ditetapkan
sebagai Barang Milik Daerah;

mitra’ Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Barang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai jangka waktu yang
ditetapkan dalam peljanjlan dan

~d. setelah jangka waktu pendayagunaén berakhir, objek Bangun Serah

Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan intern
Pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.
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Bagian Kedelapan
K'grja Sama Penyediaan Infrastruktur

Pasal 45

: (l)ﬂ‘Ktea Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah

dilaksanakan terhadap:

~a.tanah dan/atau bangunan pada ‘Pengelola Barang/ Pengguria
Barang; | ' ' _
b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh
‘Pengguna Barang; atau ' '
c. selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati.

(3) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf

b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan
persetujuan Bupati.

Pasal 46

.(1)» Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah

dilakukan antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha. : ,
(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan

usaha yang berbentuk; : : .

a. Perseroan Terbatas;

b. Badan Usaha Milik Negara; '

c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

d. Koperasi; o -

(3) Jangkav waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur paling lama 50
(lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang. ' Lo

- (4) Penetapan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ' :

~ (5) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang telah ditetapkan,

selama jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur:

a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan
Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan
Infrastruktur; i ' '

b. wajib memelihara objek Keria Sama Penyediaan Infrastruktur dan
barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan

c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang
terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan
pada saat perjanjian dimulai (clawback); ‘

- (6) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat

{5) huruf ¢ disetorkan ke Kas Umum Daerah. :
(7) Formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan -
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan oleh Bupati
untuk barang milik daerah.

(8) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek

‘Kerja Sama Penyediaan I[nfrastruktur dan barang hasil Kerja Sama
Penyediaan Infrastruktur kepada Pemerintah pada saat berakhirnya
Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sesuai perjanjian.
(9) Barang. hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur menjadi Barang
Milik Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah sesuai perjaniian.
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BAB VIII
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Pengamanan

Pasal 47

(

(1) Pengélola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

. wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam
penguasaannya.
(2) Pengamanan Barang Miiik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) meliputi pengamanan ‘administrasi, pengamanan fisik, dan
pengamanan hukum. '

Pasal 48

(1) Barang Milik Daerah berupa tanah harus dlsertlﬁkatkan atas nama

Pemerintah Daerah.

" (2) Barang Milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti

kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
(3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dﬂengkap1
dengan bukti kepermhkan atas nama Pemerintah Daerah

Pasal 49

'(1) Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan tertib _

dan aman. ‘

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengelola Barang.

(3) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah selain tanah
dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang. .

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dokumen
kepemilikan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam

rangka pengamanan . - Barang Milik Daerah  tertentu dengan

‘mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 51
(1) Pengelola Barang, = Pengguna Barang, 'atau Kuasa Pengguna

Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah
yang berada di bawah penguasaannya.

. (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang.

" (3) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.
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(4) Dalam hal Barang Milik Daerah dilakukan Pemanfaatan dengan

Pihak Lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya
dari penyewa, peminjam, mitra Kerja Sama Pemanfaatan, mitra
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, atau mitra Kerja .Sama
Penyediaan Infrastruktur. '

Pasal 52

(1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan
Barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan secara
tertulis Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengguna
Barang secara berkala. ‘ - '

(2) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan

. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil
pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran
sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi
pemeliharaan Barang Milik Daerah. ’ -

BAB IX
PENILAIAN

Pasal 53

Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan

neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan, kecuali
dalam hal untuk: ' :

a. Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; atéu

b. Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah

- Pasal 54

‘ Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusuhan neraca
- Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 55

' (1) Penilaian Barang I\}Iilik. Daerah berupa tanah dan/atau bangunan

dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
a. Penilai Pemerintah; atau ‘ :
b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Penilaian Barang Milik Daerah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai
wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

',('1). Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan dalam

rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang
ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan
Bupati. ‘ L ' : _
(2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan
~ peraturan perundang-undangan. '
(3) Dalam hal Penilajian sebagaimana dimaksud pada avat (2) dilakukan
~ oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai,maka hasil Penilaian
Barang Milik Daerah hanya merupakan nilai taksiran.

(4) Hasil Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
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v - Pasal 57

(1) Dalam kondisi terténtu Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian

(1)

(2)

(1)

kembali atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam
neraca Pemerintah Daerah.

" (2) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah

dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati
dengan berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku secara
nasional.

Pasal 58

' Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian Barang M111k Daerah diatur
. dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59 |

Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bag1 penyelenggaraan tugas -

pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. Penjualan; . :

b. Tukar Menukar; -

c. Hibah; atau '

d. Penyertaan Modal Daerah.

Bagian Kedua
Persetujuan Pemindahtanganan

1 Pasal 60

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilakukan setelah mendapat

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 untuk: '

" a. tanah dan/atau bangunan; atau : _ :
- b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari

(2)

Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan / atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak

memeriukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila:

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan penggantl
sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;

c. diperuntukkan bag1 pegawai negeri; atau

d. diperuntukkan bagi kepentingan umum ; atau

e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya
dipertahankan tidak layak secara ekonomis. '
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Pasal 61

- Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diajukan oleh Bupati. '

Pasal 62

- Pemindahtanganan ' Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau

bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dilakukan oleh

Pengelola Barang sételah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 63

' (1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau

‘bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati.

(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan /atau
bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan oleh

Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. . :

{3) Usul untuk meniperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bupati sesuai
dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga
Penjualan

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 64

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: .
a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak
digunakan/dimanfaatkan; A
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual;
+ dan/atau ‘ , -
¢. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Barang milik daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah barang milik daerah yang tidak
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. I

Pasal 65

(1) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam

hal tertentu.

(2) Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan barang
milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga
secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun
untuk mencapai harga tertinggi.

(3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah
dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.
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a. Barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan
. perundang-undangan. |
b. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih ldnJut ‘oleh

Bupati. :

(5) Barang milik daerah yang bersifat khusus, sebageumana dimaksud
pada: ayat (4) huruf a adalah barang-barang yang diatur secara khusus
' sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan antara lain

yaitu:
a. Rumah Negara golongan IlI yang dijual kepada penghunmya yang
sah.

b. Kendaraan perorangan dinas yang dl_]ual kepada
1. Bupati/Wakil Bupati;
- 2. Mantan Bupati/Wakil Bupati;

(6) Barang milik daerah lainnya, sebagaimana dlmaksud pada ayat (4)

huruf b antara lain ya,ltu

a. tanah dan/atau . bangunan yang akan digunakan untuk
kepentingan umum, '

b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya
digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil
pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum

_ dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

c. selain tanah dan/atau bangunan sebaga1 aklbat dari keadaan
kahar (force majeure);

d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada

-+ pihak lain pemilik tanah tersebut;

e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun
kembali; atau

f. selain tanah dan/atau bangUnan yang tidak memiliki bukti
kepemilikan derigan nilai wajar paling tinggi Rpl 000.000 (satu juta
rupiah) per unit.

Pasal 66

(1) Dalam rangka penjualan barang milik daerah dilakukan penilaian .
untuk mendapatkan nilai wajar.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllakukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56.

(3) Penentuan nilai dalam rangka penjualan barang milik daerah secara
lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilakukan
dengan memperhitungkan faktor penyesuaian. '

(4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan limit/batasan
terendah yang dlsampalkan kepada Bupati, sebagai dasar penetapan
nilai limit.

(5) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
adalah harga minimal barang yang akan dilelang.

- (6) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dltetapkan oleh Bupat1

selaku penjual.

Pasal 67

" (1) Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak laku

~dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1(satu)
kali.

(2) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan penilaian ulang.

” (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, barang milik daerah

sebagalmana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola
‘Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar
menukar, hibah, penyertaan modal atau pemanfaatan. -
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'. (4) Pengelola Barang dapat melakukan keglatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) atas barang milik daerah setelah mendapat persetu_]uan
Bupa‘u :

Pasal 68
Barang milik daerah berupa selam tanah dan/atau bangunan yang
tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak
1 (satu) kali.
Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana d1maksud pada ayat (1) dapat
dilakukan penilaian ulang.
Dalam hal setelah pelaksanean lelang ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti
dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau
penyertaan modal.

' Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebaga1mana dlmaksud

pada ayat (3) atas barang milik daerah selain tanah dan/atau

-bangunan setelah mendapat persetujuan Bupat1 untuk masmg—masmg

kegiatan bersangkutan.

~Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau

penyertaan modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat
dilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan. '

Pasal 69

Hasil penjualan barang milik daerah wajib dlsetorkan seluruhnya ke

Rekening Kas Umum Daerah.
Dalam hal barang milik daerah berada pada Badan Layanan Umum

- Daerah maka: .

a. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam
rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan
fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan
daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekemng kas Badan Layanan

Umum Daerah.

b. Pendapatan daerah darl pen_]ualan barang milik daerah dalam

rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan
- Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan
seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf Kedua
Objek Penjualan

Pasal 70

Objek penjualan adalah barang m111k daerah yang berada pada

Pengelola Barang /Pengguna Barang, meliputi:

a. tanah dan/atau bangunan; ,

b. selain tanah dan/atau banguan. - :

Penjualan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan

persyaratan sebagai berikut: o

a. memenuhi persyaratan teknis:

b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih

- menguntungkan bagi daerah apabila barang milik daerah dijual,

karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari
pada manfaat yang diperoleh; dan .

c. memenuhi persyaratan yuridis, yakm barang milik daerah tidak
terdapat permasalahan hukum.
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(3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata

ruang wilayah;

" b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak dapat
digunakan dalam rangka. pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah,;

c. tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya
diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawal negeri
pemerintah daerah yang bersangkutan;

d.” bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau

e. barang milik daerah yang menganggur (idle) tidak dapat dilakukan
penetapan status penggunaan atau pemanfaatan.

(4) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan
persyaratan sebagai berikut: :

a. memenuhi persyaratan teknis:

b. memenuhi persyaratan ekonormis, yakni secara ekonomls lebih
menguntungkan - bagi pemerintah daerah apabila barang milik
daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang
lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan '

c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak

terdapat permasalahan hukum.
{5) Persyaratan teknis sebagalmana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara
lain:
a. barang milik daerah secara fisik tidak dapat digunakan karena
_rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
b. barang milik daerah secara teknls tldak dapat dlgundkan lagi
akibat modernisasi;

‘c. barang milik daerah tidak dapat dlgunakan dan dimanfaatkan -

karena ' mengalami perubahan dalam  spesifikasi akibat
- penggunaan, seperti terkikis, hangus, dan lain-lain sejenisnya; atau

d. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan
karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran
disebabkan penggunaan atau susut dalam penylmpanan atau
pengangkutan.

Pasal 71

" Penjualan barang milik daerah berupa tanah kavling yang menurut awal

perencanaan pengadaannya ~ diperuntukkan bagi pembangunan
perumahan pegawai negeri pemerintah daerah yang bersangkutan

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf ¢ dilakukan dengan

persyaratan

a. pengajuan permohonan penJua.lan disertai dengan bukti perencanaan
awal yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk
pembangunan perumahan pegawai negeri pemermtah daerah yang
bersangkutan; dan

- b. penJualan dilaksanakan la.ngsung “kepada masing-masing pegawai

- negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan yang d1tetapkan oleh
Bupati.

Pasal 72

- (1) Penjualan barang milik daerah berupa keﬁdaraah bermotor dinas

operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan,
yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun.
(2) Usia 7 (tujuh) tahur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai
dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai
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(3) Dalam hal barang milik daerah berupa kendaraan bermotor rusak
berat dengan sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh
persen), maka penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum
berusia 7 (tujuh) tahun.

(4) Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh)
tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat
keterangan tertulis dari instansi yang berkompeten. '

Paragraf Ketiga

Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah
" Pada Pengelola Barang

Pasal 73

" Pelaksanaan pen]ualan barang milik daerah yang berada pada Pengelola

Barang dilakukan berdasarkan:

- a. Inisiatif Bupati; atau
~b. Permohonan pihak lain.

Pasal 74

(1) Penjualan barang milik daerah pada Pengelola Barang diawali dengan
membuat perencanaan penjualan yang meliputi antara lain:
a. data barang milik daerak;
b. pertimbangan penjualan; dan .
- pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh
Pengelola Barang

(2) Pengelola Barang menyampalkan usulan penjualan kepada Bupati
disertai perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 75

(1) Bupati melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2). _
(2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), =
Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian. .
(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. penelitian data administratif; :
b. penelitian fisik.
Pasal 76

(1} Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat

(3) huruf a dilakukan untuk meneliti:

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi
tanah, luas, nilai perolehan tanah, dan data 1dent1tas barang,
‘untuk data barang milik daerah berupa tanah;

b. tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan,
nilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik
daerah berupa bangunan; dan

c. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data

" identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa selain
tanah dan/atau bangunan.

' _‘ (2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf b

dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang
akan dijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
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(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya
disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Pasal 77

" (1) Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 ayat (3), Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai
untuk melakukan penilaian atas barang milik daerah yang akan dijual.

' (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai
dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah.

Pasal 78

, (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan

¥ barang milik daerah kepada Bupati.

: (2) Apabiia penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu
mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD.

(3) Pengajuan permohonan persetujuan sebagalmana dimaksud pada ayat. -
} (2) dilakukan terhadap:
i o a. tanah dan/atau bangunan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 60
P . ayat (1) huruf a;
L b. selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana du’naksud dalam -
i : ~ Pasal 60 ayat (1) huruf b.
- _ (4) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau
i persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi batas
waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penJualan terlebih
‘ dahulu harus dilakukan penilaian ulang.
(5) Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

. lebih tinggi, atau sama, atau lebih rendah dengan hasil penilaian
sebelumnya yang diajukan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Bupati tidak perlu mengajukan permohonan baru
persetujuan penjualan barang milik daerah kepada DPRD.

(6) Bupati melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana dxmaksud pada
ayat (5) kepada DPRD.

Pasal 79

(1) Bupati menetapkan barang milik daerah yang akan dijual berdasarkan
hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dan persetujuan

. sebagaimana dimaksud dalam 78 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Keputusan penjualan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:

a. data barang milik daerah yang akan dijual;

b. nilai perolehan dan/atau nilai buku barang milik daerah,; dan
c. nilai limit penjualan dari barang milik daerah.

Pasal 80

- (1) Apabila keputusan  penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 merupakan penjualan barang milik daerah yang
dilakukan secara lelang, Pengelola Barang mengajukan permintaan
b : . penjualan barang milik daerah dengan cara lelang kepada Kantor
' - Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
(2) Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana d1maksud
' dalam - Pasal 79 merupakan penjualan barang milik daerah yang
dilakukan tanpa lelang, Pengelola Barang melakukan penjualan
barang milik daerah cecara lanosiine kenada calon nembelsy 222 000 0 0




@

e

(2)

)

32

Penjualan barang milik daerah seliagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dilakukan serah terima barang berdasarkan:

a. Risalah lelang, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan
secara lelang; dan -

b. Akta jual beli, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan
tanpa lelang. ' ‘ '

Pasal 81

Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3}
dituarigkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dlmaksud
pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan
barang milik daerah kepada Bupati. :

Paragraf Keempat
Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah
Pada Pengguna Barang

Pasal 82

‘Penjualan barang milik daerah pada Pengguna Barang diawali dengan

- menyiapkan permohonan penjualan, antara lain:

@)

(3)

)

a. data barang milik daerah;

b. pertimbangan penjualan; dan

c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yundls oleh
Pengguna Barang. '

Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan. usulan

permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

Bupati.

Tata cara penjualan barang milik daerah pada Pengelola Barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 80

berlaku mutatis dan mutandis pada tata cara penJualan barang milik

'daerah pada Pengguna Barang.

Pasal 83

Serah terima barang penjualan barang milik daerah pada Pengguna
Barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada
‘ayat (1), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang

milik daerah kepada Pengelola Barang.

Paragraf Kelima
‘Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara

Pasal 8"4 =

- Syarat kendaraan perorangan dinas ya;:lg dapat dijual tanpa melalui lelang

kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara, adalah:

a.

b.

telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:

‘1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk

perolehan dalam kondisi baru; atau _ ‘ , v
2. terhitung mulai - tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk
perolehan selain tersebut pada angka 1.
sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.
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Pasal 85

Kendaraan perorangan dinas dapat dl_]ual tanpa melalui lelang kepada
' a. pejabat negara;
- b. mantan pejabat negara;

|
Pasal 86

| (1) Pejabat Negara sebagaimanai dimaksud pada pasal 85 hﬁruf a, yaitu

Bupati/Wakil Bupatl

" (2) Mantan PeJabat Negara sebagaimana dlmaksud pada pasal 85 hurufb ,

yaitu Mantan Bupati /Mantan Wakil Bupati:

Pasal 87

(1) Syarat Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan
dinas tanpa melalui lelang adalah:
a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdlan selama 4 (empat)
 tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal
ditetapkan menjadi Pejabat Negara;
b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan
ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- adalah secara berkelanjutan menjalani masa Jabatan pada instansi
yang sama atau pada instansi yang berbeda.

Pasal 88

(1) 'Pejabat Negara . mengajukan permohonan penjualan kendaraan
perorangan dinas pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara.

(2) Tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah tahun terakhir pada periode jabatan Pejabat
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kendaraan perorangan dinas yang dijuél tanpa melalui lelang paling
banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara
untuk tlap penjualan yang dilakukan.

" Pasal 89

(1) Mantan PeJabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan

- dinas tanpa melalui lelang memenuhi persyaratan:

a. telah memiliki masa kexja atau masa pengabdian selama 4 (empat)
tahun atau lebih secara berturut-turut, terhltung mulai tanggal
ditetapkan menjad1 Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya
masa jabatan;

b. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui.
lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebaga1 Pejabat
Negara;

~c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan

. ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (hma) tahun;
dan

d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

- (2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi
yang sama atau pada instansi yang berbeda. C

! . :
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Pasal 90

(1) Kendaraan peror_angan dinas yang dijual tanpa melalui lelang kepada
mantan Pejabat Negara paling banyak 1 (satu) unit kendaraan, untuk
tiap penjualan yang dilakukan.

t (2) Mantan Pejabat Negara mengajukan permohonan Penjualan kendaraan

perorangan dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa
jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan.

Pasal 91

Pengguna Barang menentukan harga jual kendaraan perorangan dinas
yang dijual kepada Pejabat Negara/ mantan Pejabat Negara yang dilakukan
tanpa melalui lelang dengan ketentuan sebagau berikut: :

“'a. kendaraan dengari umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tu_]uh)

tahun, harga juainya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar
. kendaraan;
b. kendaraan dengan umur leb1h dari 7 (tuJuh) tahun, harga jualnya
adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.

I Pasal 92

. Pembayaran atas penjualan barang milik daerah berupa kendaraan
- perorangan dinas tanpa lelang dilakukan dengan pembayaran sekahgus,
~ bagi Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara,

fl
-

'~ Pasal 93

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan melalui

penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan
- terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk

pembayaran sekaligus; dan
Pasal 94

'Apabila pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dinas.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 belum lunas dibayar, maka:
a. kendaraan tersebut masih berstatus sebagai barang milik daerah;

'b. kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;

c. biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pe_]abat
Negara/mantan Pejabat Negara; dan

d. kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, dlsewakan

_dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak lain.

Pasal 95 |

(1) Pejabat Negara dan mantan Pejabat yang tidak memenuhi syarat,
-~ dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas.

'{(2) Kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh Pejabat

Negara/mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan kembeali untuk pelaksahaan tugas.
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Pasal 96

Biaya. yang telah d1ke1uarkan oleh pemermtah daerah untuk perbaikan
kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1’

‘(satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi

tanggungan Pejabat Negara atau mantan Pejabat Negara yang membeli
kendaraan perorangan dinas tersebut dan harus dibayar sebagai
tambahan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96. '
Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya selain pemeliharaan
rutin atas kendaraan perorangan dinas.

Pasal 97

Pejabat Negara atau mantan Pejabat 'Negéra yang 'pernah membeli
kendaraan perorangan dinas, dapat membeli lagi 1 (satu) unit

‘kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang setelah Jangka waktu

10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama.

Pembelian kembali atas kendaraan perorangan dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Pejabat Negara
tersebut masih aktif sebagai Pejabat Negara secara berkelanjutan.

Pasal 98

APenjualan kendaraan peforangan dinas yang dijual tanpa melalui

lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, d1awah dengan

' pengajuan permohonan penjualan oleh:

a. Pejabat Negara, pada tahun terakhir penode jabatan Pejabat
Negara;

b. Mantan Pejabat Negara paling lama 1 (satu) tahun sejak
berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan;

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. Pejabat Negara kepada Pengguna Barang;

b. Mantan Pejabat Negara kepada Bupati;

Surat Permohonan sebagalmana d1maksud pada ayat (2) memuat

antara lain:

a. data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat dan tempat/ tanggal

. lahir; dan
b. alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas.

Pasal 99 -

Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3)

dilampiri dokumen pendukung.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi

Pejabat Negara/mantan pejabat negara, antara lain:

a. fotokopi surat keputusan pengangkatan bagi Pejabat Negara atau -
surat keputusan pemberhentian bag1 mantan Pejabat Negara,

b. fotokopi kartu identitas;

c. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau
pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelah
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembehan pertama bagi
Pejabat Negara;
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d. dalam hal Pejabat Negara mengajukan pembelian kembali
kendaraan perorangan dinas tanpa lelang, dilampirkan fotokopi
surat keputusan pengangkatan menjadi Pejabat Negara secara
berkelanjutan dengan jangka ‘waktu 10 (sepuluh) tahun sejak
pembelian pertama kendaraan perorangan dlnas sebagaJmana

- dimaksud pada huruf c;

e. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli
kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang
bersangkutan menjadi Pejabat Negara bagi mantan Pejabat Negara,
dan

f. surat pernyataan yang menyatakan tldak sedang atau tidak pernah
dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 100

Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-
98 ayat (3), Pengguna Barang melakukan persmpan permohonan
penjualan, antara lain:

a. data administrasi kendaraan perorangan dinas; dan

b. penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan

dinas tanpa melalui lelang.

Dalam hal persiapan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah selesai, Pengguna Barang melalui Pengelola Barang
mengajukan usulan penjualan kepada Bupati selaku pemegang

kekuasaan pengelolaan barang milik daerah disertai:

 a fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

3)

b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK):

c. surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan ayat (3); ‘

d. rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk
perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan
penjualan; dan

e. surat pernyataan dari pengguna barang bahwa sudah ada
kendaraan pengganti.

Bupati melakukan penelitian atas usulan permohonan penjualan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). -

Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Bupati membentuk Tim untuk:

- a. melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan

(5)
- (6)

G

. permohonan penjualan barang milik daerah;

b. melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik
kendaraan perorangan dinas yang akan dijual dengan data
administratif.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan

dalam berita acara hasil penelitian untuk selanjutnya disampaikan

kepada Bupat1 melalui Pengelola Barang.

Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk

melakukan penllalan atas kendaraan perorangan dinas yang akan

dijual.

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan sebaga1

dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah.

Pasal 101

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan

berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 100 ayat (5) dan ayat (7) kepada Bupati sesuai batas
Tewenanocannva
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Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan
penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.

Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas yang

akan dijual berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:

a. data kendaraan perorangan dinas; '

b. nilai perolehan; -

c. nilai buku; ' :

d. harga jual kendaraan perorangan dinas; dan :

e. rincian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk
perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan
penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) untuk
Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara. '

Dalam hal Bupati tidak menyetujui penjualan kendaraan perorangan

dinas tanpa melalui lelang Bupati memberitahukan secara tertulis

kepada pemohon melalui Penggelola Barang. ' :

Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Pengelola Barang melakukan penjualan kendaraan perorangan dinas

kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara.

Pasal 102

Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri

dari: : .

a. pembelian kendaran perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan
~ perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91; dan

b biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk

perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam

Jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan -

penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1).
Mantan Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah
sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 91. : ‘ _
Serah terima barang dilaksanakan setelah lunas dibayar yang
dibuktikan dengan surat keterangan pelunasan pembayaran dari
Pengelola Barang/Pengguna Barang. .
Pengelola  Barang/Pengguna Barang -  mengajukan usulan
penghapusan barang milik daerah sebagai tindak lanjut serah terima
barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4). ' ~
Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan
perorangan dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-
masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. _
Kendaraan perorangan dinas yang tidak dilakukan penjualan dengan
mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 89 serta tidak digunakan
untuk penyelenggaraan tugas, dapat dilakukan penjualan secara
lelang. : : :




38

Bagian Keempét
Tukar Menukar

Pasal 103

{1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan

pertimbangan: o : ' ' -

a. untuk memenuhi kebutuhan ope'rasional . penyelenggaraan
pemerintahan; — : ‘

‘b. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; dan

- ¢. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

(2) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dapat dﬂakukan dengan plhak

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah lainnya;

c. Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lamnya yang

‘ dimiliki negara; atau

d. swasta.

Pasal 104

- (1) Tukar Menukar dapat berupa: ‘
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati
untuk Barang Milik Daerah;
b. tanah dan/atau' bangunan yang berada pada Pengguna Barang;
atau
c. selain tanah dan/atau bangunan. ,
(2) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
b dilakukan oleh Bupati, untuk Barang Milik Daerah sesuai batas
kewenangannya. ,
. (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b
, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati, untuk Barang Milik Daerah.

Pasal 105

(1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 104 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan- usul
: Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
I , . bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan -
: data;
f b. Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Tukar
b _ Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan / atau bangunan
L dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
| . apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
! _ perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan
Co o Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan
) - | dipertukarkan;
'l_ : . d. proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa
: : tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) dan
Paszl 104 ayat (1);
, e. Pengelola Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan
\ : berpedoman pada persetujuan Bupati; dan :
‘ f. pelaksanaan serah teritna barang yang dilepas “dan barang
pengganti harus dituangkan dalam benta acara serah terima
barang. I
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(2) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dlmaksud dalam

(1)

Pasal 104 ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan dengan tata cara:

a. Pengguna Barang mengajukan usul Tukar Menukar Barang Milik
Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang
disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengka_uan tim
intern instansi Pengguna Barang;

~b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertlmbangan tersebut dari

aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul
Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau .
bangunan sesuai batas kewenangannya;

~ d. proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain

tahah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf
d;

e Pengguna Barang | melaksanakan Tukar Menukar dengan

berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang; dan

- f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang

pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima
barang. -

Bagian Kelima
Hibah

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 106
Hibah barang rmhk daerah dilakukan dengan per‘umbangan untuk
kepentingan:
a. sosial;
b. budaya;
c. keagamaan;
d. kemanusiaan,;
e. pendidikan yang bersifat non komersial;
f. penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan pemenntahan daerah sebagaimana dimaksud pada

~ayat (1) huruf f adalah termasuk hubungan antara pemerintah pusat

dan pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah daerah dengan
masyarakat, dan  pelaksanaan -~ kegiatan yang menunjang
penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah. '

l
<

Pasal 107

Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhl persyaratan

- a. bukan merupakan barang rahasia negara;
'b. bukan merupakan barang yang menguasa1 hajat h1dup orang

banyak; atau

- c. tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas: dan fungsi

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung
sepenuhnya oleh pihak penerima hibah.
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' . Pasal 1C8

(1) Barang milik daerah yang dlhlbahkan wajib d1gunakan sebagalmana

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

® R0

ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah.

Hibah sebagaumana dimaksud pada ayat (1) dilaksangkan oleh
Pengelola Barang. ' '

l
v

Pasal 109

Pihak yang dapat menerima hibah adalah: 4 :
a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga
- kemanusiaan, atau lembaga - pendidikan yang bersifat non
- komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah
tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten
bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga
dimaksud; ‘
. pemerintah pusat;
pemerintah daerah lainnya;
pemerintah desa;
perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan
kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan
peraturan perundanv—undangan, atau
f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang—undanga.n
Pemberian hibah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam hal:
a. Barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa dapat
~ dihibahkan kepemilikannya kepada desa; _
b. Barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh pemerintah
daerah kabupaten dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah
dlgunakan untuk fasilitas umum.

Pasal 110

Hibah dapat berupa
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;

'b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang;

dan
¢. selain tanah dan /atau bangunan.

Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah -

dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk
dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan

- Anggaran (DPA).

Barang milik daerah seiain tanah dan/atau bangunan sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

' a. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dan

awal pengadaannya untuk dikibahkan; dan

b. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan vang lebih

optimal apabila dihibahkan.

Penetapan barang milik daerah yang akan dlhlbahkan sebagmmana
dimaksud pada ayat ( } dilakukan oleh Bupati.
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Paragfaf Kedua
Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengelola Bararig

Pasal 111

. Pelaksanaan hibah barang milik daerah yang berada pada Pengelola
- Barang dilakukan berdasarkan: : .
. -a. inisiatif Bupati; atau

b. permononan dari pihak yang dapat menerima Hibah sebagalmana

dimaksud dalam Pasal 109.
Pasal 112

(1) Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengelola Barang yang
didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud Pasal dalam
111 huruf a, diawali dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk
melakukan

. {2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitian data administratif; dai
b. penelitian fisik.

(3) penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dilakukan untuk meneliti:

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi
tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai
perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah
berupa tanah,;

b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register,
nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepem111kan
untuk data barang milik daerah berupa bangunan,;

c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan,
kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai

buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selam ‘

tanah dan/atau bangunan; dan
d. data calon penerima hibah.

' (4) Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah
- sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Tim dapat melakukan

Klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai

- kesesuaian data calon penerima hibah.

(5) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan
dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan
dihibahkan dengan data admlmstratlf sebagaimana dlmaksud pada
ayat (3).

(6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4} dan ayat
(5) dituangkan dalam berita acara penelitian.

- {7) Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Bupatl untuk

menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah.

(8) Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) Hibah dapat dilaksanakan, Bupati melalui Pengelola
Barang meminta surat pernyataan kesediaan menenma hibah kepada
calon penerima hibah.

Pasal 113"

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada
- Bupati.

(2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terleblh

dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD.
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(3) Apablla permohonan hibah dlsetujul oleh Bupati sebagaimana
- dimaksud ayat pada (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana

i

dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan
hibah, yang sekurang-kurangnya memuat
a. penerima hibah;

" b. objek hibah;

c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat
dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;

d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat

dilakukan penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan;
dan
e. peruntukan hibah.

Pasal 114

Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 113 ayat (3), Bupati dan. pihak penerima hibah

- menandatangani naskah hibah.

Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-
kurangnya:
a. identitas para pihak;

. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;

hak dan kewajiban para pihak;
klausul beralihnya tanggung Jawab dan kewajlban kepada pihak
penerima hibah; dan
f. penyelesaian perselisihan.
Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pengelola Barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada
penerlma hibah yang dituangkan dalam Bemta Acara Serah Terima
(BAST).
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana d1maksud
pada ayat (3), Pengelola Barang ‘mengajukan usulan penghapusan
barang milik daerah yang telah dlhlbahkan

b
c. tujuan dan peruntukan hibah;
d
e

Pasal 115

Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada pengelola barang yang
didasarkan pada permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah
sebagaimana dimaksud Pasal 111 huruf b, diawali dengan
penyampaian permohonan oleh pihak pemohon kepada Bupati.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

data pemohon; '

alasan permohonan;

peruntukan hibah; '
jenis/spesifikasi/nama barang milik daerah yang dlmohonkan'
untuk dihibahkan;

jumlah/luas/volume barang milik daerah yang di mohonkan untuk
dihibahkan; :
lokasi/data teknis; dan

paoow

®

g surat pernyataan kesediaan menerlma hibah.

Pasal 116

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115
ayat (1), Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian.
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Tata cara penelitian sampai dengan .pelaksanaan -serah terima pada
pfelaksanaan hibah yang didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 114 berlaku mutatis

- mutandis terhadap tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan

serah terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada
permochonan pihak pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115.
Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola
Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan
hibah, disertai dengan alasannya. .

Paragraf Ketlga
Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah :
Pada Pengguna Barang

Pasal 117

Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengguna Barang diawali
dengan pembentukan Tim Internal pada SKPD oleh Pengguna Barang
untuk melakukan penelitian. ' ’
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitian data administratif; dan

b. penelitian fisik.

Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dilakukan untuk meneliti:

~a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi

tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai
perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah
berupa tanah;

b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register,

- nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan
untuk data barang milik daerah berupa bangunan;

c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan,
kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai
buku, dan jumlah untuk data barang m111k daerah berupa selain

~ tanah dan/atau bangunan dan

d. data calon penerima Hibah.

Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan

dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan

dihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada

~ayat (3).

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
dituangkan dalam berita acara penelitian dan selanjutnya disampaikan
Tim kepada Pengguna Barang. :

Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), Pengguna Barang mengajukan permohonan hibah kepada
Pengelola Barang yang memuat:
data calon penerima hibah;
alasan untuk menghibahkan;
data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan,

peruntukan hibah,;

tahun perolehan;

status dan bukti kepemilikan;

nilai perolehan; ‘ :
jenis/spesifikasi barang milik daerah yang dimohonkan untuk
dihibahkan; dan

i. lokasi.

Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
disertai dengan surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

v
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Pésal 118

Tata cara penelitian barang milik daerah yang akan dihibahkan yang

" berada pada Pengelola,Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112
. berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian atas permohonan

yang diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang

: sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 117

Pasal 119

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada

Bupati.

: (2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih

dahulu mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPRD.

- (3) Apabila permohonan Hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) atau disetujui DPRD sebagaimana dimaksud
. pada ayat (2) Bupati menetapkan pelaksanaan hibah, yang sekurang-

kurangnya memuat: _

a. penerima hibah;

b. . objek hibah; '

c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat

dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;
d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat

dilakukan penyuqutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan _

dan
e. peruntukan hibah.

(4) Apabila permohorian Hibah tidak dlsetu3u1 Bupati melalui Pengelola -

Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang yang
mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.

(5) Berdasarkan penetapan pelaksanaan Hibah sebagalmana dimaksud
pada. ayat (3), Pengelola Barang dan pihak penerima hibah
menandatangani naskah hibah.

1 (6) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sekurang-

kurangnya:

a. identitas para pihak;

b. jenis dan nilai barang yang dﬂakukan hibah;

c. tujuan dan peruntukan hibah;

d. hak dan kewajiban para pihak;

e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewa_]lban kepada pihak
penerima hibah; dan

. f. penyelesaian perselisihan.

'f (7) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

Pengelola Barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada
penerima h1bah yang dltuangkan dalam Berita Acara Serah Terima
(BAST).

(8) Berdasarkan Berita Acara Serah Terlma (BAST) sebaga1mana dimaksud
pada ayat (7), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan
barang milik daerah yang telah dihibahkan.: :

Pasal 120

Pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
dan selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaanya
direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110
ayat (2) dan ayat (3) huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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| Bagian Keenam .
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 121

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah -
dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan
dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Daerah
atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

. (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dlmaksud pada
' ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:

a. Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen
penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Daerah atau
badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka

: penugasan pemerintah; atau
| ' b. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan
Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki
negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.-

Pasal 122

: : (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dapat -
4 berupa:
: : L a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati
' ' untuk Barang Milik Daerah,;
4 b. Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan.

. (2) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati untuk Barang
Milik Daerah sesuai batas kewenangannya.

- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang M111k Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh

1 " Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk Barang

_ Milik Daerah.
! (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah
3 _ ‘ sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh
l o . Pengelola Barang setelah mendapat persetuJuan Bupati, untuk Barang
Milik Daerah. '
| ~ (5) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang M111k Daerah
: o sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola -
: - . Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk Barang Milik
Daerah. '

o - | | Pasal 123

l . ' (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah
, : sebagalmana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf a dan huruf b
L : dilaksanakan dengan tata cara:

' : a. Pengguna Barang melaiui Pengelola Barang mengajukan usul

l S Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah

berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupa‘a disertai dengan
pertimbangan dan kelengkapan data;

b. Bupati meéneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan
pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121;

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau
menetankan Barange Milik Daerah beruna tanah dan/atau
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d. proses persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 122 ayat
(2), (3), (4) dan (5);

‘e. Pengelola Barang melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati; :
f. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah
. tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daeran dengan melibatkan
instansi terkait;
Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan; dan

- h. Pengelola Barang melakukan serah terima barang kepada Badan

Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki
negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang
setelah Peratiran Daerah ditetapkan.
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dilaksanakan dengan
tata cara:
Pengguna Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang
disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengka_]lan tim
intern instansi Pengguna Barang;
Pengelola  Barang meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan

- pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat

b,

(2); , .
apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selain tanah dan/atau bangunan

yang diajukan oleh Pengguna Barang sesuai batas kewenangannya;
Pengeloia Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi
terkait;

Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan; dan

Pengguna Barang melakukan serah terima barang kepada Badan
Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara
yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah
Peraturan Daerah ditetapkan.

BAB XI
PEMUSNAHAN

Bagian Kesatu .
Prinsip Umum

Pasal 124

" Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila: '
. a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak

dapat dipindahtangankan; atau

terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Pasal 125

(1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat

persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengguna
Barang.

(2) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat

T areafililian Riinati nintuik hoarane milikk deerah nada Pencelala Baranoe




)

(3)

a.
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Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimakéud pada ayat (1) dan (2)
dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati. '

Pasal 126
Pemlisnahan dilakukan dengan cara:
dibakar;
dihancurkan;
ditimbun;

b

C.
d.
e.

@

dltenggelamkan atau '
cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
"~ Tata Cara Pemusnahan Pada Pengguna Barang

?asal 127

Pengajuan permohonan pemusnahan barang mlhk daerah dilakukan
oleh Pengguna Barang Bupati.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

‘ memuat:

a. pertimbangan dan alasan pemusnahan; dan
b. data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan.
Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b antara lain meliputi:
kode barang;
kode register;
nama barang;
tahun perolehan;
spesifikasi barang;
kondisi barang;
jumlah barang;
bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus
dilengkapi dengan bukti kepermhkan
. nilai perolehan; dan '
j. nilai buku untuk barang milik' daerah yang dapat dllakukan
penyusutan
Pengajuan permohonan sebagaimana dnnaksud pada ayat (1)
dilengkapi dokumen pendukung berupa:
a. surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
yang sekurang-kurangnya memuat:
1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, dan
2. pernyataan bahwa barang milik daerah tidak dapat digunakan,
tidak  dapat  dimanfaatkan, dan/atau  tidak  dapat
dipindahtangankan atau alasan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
b. fotokopl bukti kepemilikan, untuk barang milik daerah yvang harus
dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
c. kartu identitas barang, untuk barang milik daerah yang harus
dilengkapi dengan kartu identitas barang;
d. foto barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan

RS0 a0 o p




(2)

()

(2)

e

~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2), Pengguna Barang
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Pasal 128

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan

Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan
pemusnahan barang milik daerah;

'b. penelitian data administratif; dan

c. penelitian fisik.
Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
‘huruf b dilakukan untuk meneliti antara lain:
kode barang; :
kode register;
nama barang;
tahun perolehan;
spesifikasi barang;
kondisi barang;
jumlah barang; :
bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus
dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
. nilai perolehan; dan/atau '
j- nilai buku, untuk barang milik daerah yang dapat d11akukan
penyusutan. .
Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dilakukan
dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan
dimusnahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (3). _ . :
Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan
persetujuan pemusnahan barang milik daerah.

PR e o o

Pasal 129

Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak disetujui,

Bupati memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola

Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasan.

Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui,
Bupati menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik
daerah.

Surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah sebagalmana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

data barang milik daerah yang disetujui untuk dlmusnahkan yang

- sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang,

tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang,
nilai perolehan, dan nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat. -
dilakukan penyusutan;

kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan . pelaksanaan

,Pemusnahan kepada Bupati.

Pasal 130

Berdasarkan surat persetujuan pemlisnahan barang milik daerah

melakukan pemusnahan barang milik daerah.

1
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(2) Pelaksanaan pemusnahah sebagaimana dimaksud pada | ayat (1)

“dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling
lama '1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat persetujuan

- pemusnahan barang milik daerah oleh Bupati sebagaimana d1maksud
dalam Pasal 129 ayat (2).

(3) Berdasarkan Berita Acara Femusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang

milik daerah.
Bagian Ketiga

Tata Cara Pem usnahan Pada Pehgelola Barang

Pasal 131

(1) ~Penga3uan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan

oleh Pengelola Barang kepada Bupati.

- (2) Muatan materi surat permohonan pemusnahan pada Pengguna Barang

serta kelengkapan  dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 127 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku mutatis
mutandis terhadap muatan materi surat permohonan pemusnahan
dan serta kelengkapan dokumeén dukurig pada Pengelola Barang.

Pasal 132

v(l) Bupaﬁ melakukan penelitian terhadap permohonan  usulan

pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131.

(2) Tata cara penelitian terhadap permohonan pemushahan barahg milik

daerah pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
128 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap
- tata cara penelitian terhadap permohonan pemusnahan barang milik
daerah pada Pengelola Barang.

- (3) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak disetujui,

Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan.
alasan.
(4) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daeran disetujui,

Bupati menerb1tkan surat persetujuan pemusnahan barang m111k."

daerah.

(5) Surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah sebagalmana'

dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang

sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama

barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang,
jumlah barang, nilai perolehan, dan nilai buku untuk barang milik
daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan
pemusnahan kepada Bupati

Pasal 133

(1) Berdasarkan persetujuan pemusnahan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4), Pengelola Barang
melakukan pemusnahan barang milik daerah.
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(2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaksanakan paling
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pemusnahan barang.
.milik daerah dari Bupati.

(3) Berdasarkan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang
m111k daerah S
BAB XII
PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 134

5 Penghapusan barang milik daerah meliputi:

- a

. b.
C.

penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang
Kuasa Pengguna,;

penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; .

penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

. Pasal 135

Péngh‘apusan dari _Daftaf Bérang Pengguna dan/atau Daftar Barang

. Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a,

(1)

oo

dilakukan dalam hal barang milik daerah sudal tidak berada dalam
penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana 'dimaksud
dalam Pasal 134 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah
sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.

- Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 134 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:

a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;

b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan
sudah tidak ada upaya hukum lainnya;

c. menjalankan ketentuan undang-undang;

d. pemusnahan; atau

e.. sebab lain.

Pasal 136

Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola
Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

- disebabkan karena:

penyerahan barang milik daerah,;

pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
pemindahtanganan atas barang milik;

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan
sudah tidak ada upaya hukum lainnya;

menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pemusnahan; atau

g. sebab lain.

po o
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' (2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan
E sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi
penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar,
susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, matl dan sebagal aklbat dari
- keadaan kahar (force majeure).

Pasal 137

| (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasai' 136 ayat (1) untuk

barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan
menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah

: f mendapat persetujuan Bupati.
~ 1 (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) untuk‘

barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan .
menerbitkan keputusan penghapusan oleh Bupati. ,

(3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan
Bupati- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk barang
milik daerah vang dihapuskan karena:

a. pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26;

i - b. pemindahtanganan; atau

{ . c¢. pemusnahan.

(4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik

: daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk

| Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

' (5) Pelaksanaan' atas penghapusan barang milik daerah sebagaimana

| dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah
Pada Pengguna Barang Dan/ Atau Kuasa Pengguna Barang

i

T . Pasal 138

i (1) Penghapusan karena penyerahan barang milik' daerah kepada Bupati
; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf a dilakukan
oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. '

i {2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah

" Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik
daerah.
'(3) Keputusan sebaga1mana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu)

/-[ bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara

Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Bupati.

(4) Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah

sebagaimana - dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati, dengan
melampirkan:

-a. keputusan penghapusan; dan

; b. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Bupat1

. (5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
. ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang
| milik daerah pada daftar barang milik daerah. :

'
-

- 1(1). Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa

Pengguna sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah kepada
Bupati harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan
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1 (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penyerahan
. barang milik daerah dari Pengguna Barang kepada Bupati harus
: dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasai 140

(1) Penghapusan karena pengalihan 'status penggunaan barang milik

daerah kepada Pengguna Barang lain sebagaimana dimaksud dalam
' Pasal 136 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa
| Pengguna Barang. , :

' (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik
daerah. :

. (3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola
Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan
status penggunaan barang milik daerah. _

' {4) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati

‘ dengan melampirkan: ' '

a. keputusan penghapusan; dan
b. Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status penggunaan
barang milik daerah. o ’ B
(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang
milik daerah pada daftar barang milik daerah.

Pasal 141

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa

Pengguna sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan barang -
milik daerah harus dicantumkan dalam laporan semesteran . dan
* laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
(2) Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat dari pengalihan
status penggunaan barang milik' daerah harus dicantumkan dalam
laporan barang milik daerah semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 142

(1) Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf ¢ dilakukan
oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang '

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik
daerah. , '

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu)
bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara
Serah Terima (BAST). : '
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| (4) Keputusan pénghapusé.n barang  milik - daerah karena

pemindahtanganan atas barang milik daerah d1sampa1kan kepada

Pengguna Barang disertai dengan:

a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST)s dalam hal

' pemmdahtanganan dllakukan dalam bentuk penjuajan secara

lelang;

b. Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal permndahtanganan
- dilakukan dalam: bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar
~ dan penyertaan modal pemerintah daerah; dan

c. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, dalam hal

pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah. '

Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan sebagalmana

dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati dengan melamplrkan

a. Keputusan Penghapusan; dan

b. Berita Acara Serah Terima, Risalah Lelang, dan Naskah Hibah.

Berdasarkan keputusan .penghapusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Pengelola Barang menghapus barang milik daerah dari Daftar

Barang Milik Daerah. ' . :

Pasal 143

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtanganan -
harus dicantumkan dalam laporan barang Pengguna/laporan barang
Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan Pengguna Barang dan/atau
Kuasa. Pengguna Barang _
Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai aklbat dari

penghapusani karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam'

laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 144

‘,Penghapusan karena adanya putusan - pengadilan yang -telah

memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya

hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf

d dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik

daerah kepada Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan - Co

b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan,
- diantaranya mehputl tahun perolehan, kode barang, kode register,
naina barang, jenis, 1dent1tas kondisi, lokasi, n11a1 buku, dan/atau
nilai perolehan.

Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud

-pada ayat (2) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:

a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang  telah .
-dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan

b, fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

.- (4)

)

-Pengelola Barang melakukan penelitian - terhadap permohonan
_penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagalmana

dimaksud pada ayat (2).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang mehputl

a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;

b. -penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik
daerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
dan

c. penelitian lapangan, jika diperlukan.
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(6) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat {5) huruf c
~dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara barang milik daerah
yang menjadi objek putusan pengadilan dengan barang milik daerah
yang menjadi objek permohonan penghapusan.

(7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana. dimaksud pada ayat (5),

Pengelola Barang mengajukan permohonan -persetujuan kepada
- Bupati. :

. Pasal ‘145

(1) Apabﬂa permohonan penghapusan barang’ milik daerah sebagalmana

dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) tidak disetujui, Bupati melalui
- Pengelola Barang memberitahukan pada Pengguna Barang - disertai
dengan alasan.-

' (2) Apabila permohonan penghapusan barang milik daera_h d1setuJu1 .

Bupati menerbltkan surat persetujuan _penghapusan barang milik
. ‘daerah.
(3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana
- dimaksud pada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang
dlsetu_]ul untuk dihapuskan, diantaranya mel1put1 :
kode barang;
kode register;
nama barang;
tahun perolehan;
spesifikasi/identitas teknis;
kondisi barang; _ :
jumlah; -
nilai perolehan; ‘ '
~nilai buku untuk barang mlhk daerah yang dapat dilakukan
penyusutan; dan _
kewajiban Pengguna Barang untuk’ melaporkan pelaksanaan
Penghapusan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

FEE e 0 T
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Pasal 146

{1) Berdasarkan persetlijuén Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal

145 ayat (2), Pengelola Barang menerb1tkan keputusan penghapusan ’
barang. ' :

{2) .Keputusan penghapusan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) menjadi

dasar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan
penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengguna’
dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

- (3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud

‘pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola
Barang  sejak tanggal persetujuan penghapusan barang ml.hk daerah
dari Bupati.

(4) Pengguna Barang melaporkan penghapusan kepada Bupat1 dengan

~ melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
{5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
- ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan barang rmhk daerah dari
' Daftar Barang Milik Daerah :

PaSal 147

Penghépyisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144,’ Pasal 145 dan
Pasal 146 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah t1dak ada upaya hukum
lainnya.
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Pasal 148

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa

Pengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan
semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa
.Pengguna Barang..

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebaga1 akibat dari putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus

" dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 149

Penghapusan'karena melaksanakan ketentuan peraturan Vperundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf e
diawali dengan pengajuan permohonan penghapusan barang milik

.daerah oleh Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Permohonan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat: S
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

~ b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dlhapuskan

yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, .
kode register, nama barang, jenis, identitas, kond1s1 lokasi, nilai
buku, dan/atau nilai perolehan.

‘Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan

penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagalmana

dimaksud pada ayat (1).
Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola
Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.

Pasal 150

-Apabila Bupati menvetujm permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal. 149 ayat (4), Bupati menerbitkan surat persetujuan
penghapusan.
Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. - data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang
sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode
register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kond1s1,

- jumlah, nilai buku, dan /atau nilai perolehan; dan

b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan
penghapusan kepada Bupati.

Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari

‘Daftar Pengguna Barang dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna
dengan berdasarkan keputusan penghapusan Pengelola Barang. -
- Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan oleh Pengelola
Barang sejak tanggal persetujuan Bupat1

Pasal 151

Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah
kepada Bupati, dengan melampirkan keputusan penghapusan yang
dikeluarkan oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

‘150 ayat (4).
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(2) Berdasarkan keputusan penghapusari sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 150 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik

. daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

(1)

@)

Pasal 152

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan-Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna
Barang.

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 153

Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengguna -
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat- (1) huruf f
dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan setelalh Pengelola Barang menerbitkan keputusan

- penghapusan barang milik daerah.

Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagalmana dimaksud
pada ayat (2) diterbitkan oleh Pengelola Barang palmg lama 1 {satu)
bulan sejak tanggal berita acara pemusnahan.

Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan disampaikan
kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berita acara pemusnahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagalmana dimaksud pada
ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah pada

- Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 154

Perubahan Daftar Barang. Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa

Pengguna sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang atau kuasa
pengguna barang.

Perubahan Daftar Barang Milik . Daerah sebagai ak1bat dari
pemusnahan harus d1cantumkan dalam laporan semesteran dan
laporan tahunan -

Pasal 155

Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal

136 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna

Barang.

Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik

daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang yang sedikitnya

memuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan ,

b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan,
diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register,
nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau
nilai perolehan.
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(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
. pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan:
a. hilang karena kecurian, ,
b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk
hewan/ikdan/tanaman; atau '
c. keadaan kahar (force majeure).

Pasal 156

(1) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang
karena kecurian se¢bagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3)
" huruf a harus dilengkapi:

a. surat keterangan dari Kepolisian; dan

b. surat keterangan dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang
yang sekurang-kurangnya memuat:

1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang
milik daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat
diketemukan; dan

3. pernyataan apablla di kemudian han ditemukan bukti bahwa
penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanya
unsur kelalaian dan/atau  kesengajaan dari Pejabat yang
menggunakan/penanggung jawab barang : milik
‘daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup
‘kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan
terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk
hewan/ikan/tanaman sebagaimana d1maksud dalam Pasal 155 ayat (3)
huruf b harus dilengkapi:

a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

b. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

- mengenai kebenaran permohonan yang diajukan.

c.. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa
barang milik daerah telah terbakar, susut, menguap, mencair,
kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan

d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ d11amp1r1
hasil laporan pemeriksaan/penelitian.

(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan

. kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3)
huruf ¢ harus dilengkapi:

~.a. surat keterangan dari instansi yang berwenang: _

1. mengenai terjadi keadaan kahar (force majeure); atau

2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force

: majeure); dan

b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan
kahar (force majeure) dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang.

Pasal 157

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan
penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3).
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(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan
penghapusan; :

b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode barang, kode
register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas
barang milik daerah, penetapan status penggunaan, bukt
kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi
~dengan buktl kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan;
dan

c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) huruf b dan huruf
cjika diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dlmaksud pada ayat (1),

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati

untuk penghapusan barang milik daerah karena sebab lain.

Pasal 158

Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 155 ayat (3) tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada
Pengguna Barang melalui Pengelola Barang disertai dengan alasan.

Apabila ' permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam

.~ . Pasal 155 ayat (3) disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan

penghapusan barang milik daerah.

Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang
dlsetujul untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya mel1put1 '
kode barang; .

kode register; .

nama barang;

tahun perolehan;

spesifikasi/identitas teknis;

kondisi barang ; '

jumlah;

nilai perolehan;

nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat’ dilakukan
penyusutan; dan

MER SO 0 OR

j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan

penghapusan kepada Bupati. _
Berdasarkan persetujuan Bupati sebagalmana dimaksud pada ayat 3), .
Pengelola Barang menetapkan keputusan penghapusan palmg lama 1
(satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
Pengguna Barang melakukan penghapuban barang milik daerah dari
Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar' Barang Kuasa Pengguna
berdasarkan Keputusan Penghapusan sebagalmana dimaksud pada
ayat (4).

. Pasal 159

Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati
dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (4). :

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 158 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik
daerah dari Daftar Barang Milik Daerah. o
Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam:

‘laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau

Kiiaca Penhooilitha Rarano
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(4) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

- Bagian Ketiga _
Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah
Pada Pengelola Barang

Pasal 160

(1) Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (1)
huruf a dilakukan oleh Pengelola Barang.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dﬂakukan setelah
Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak
tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) penyeraha_n- kepada
Pengguna Barang.

(4) Pengelola Barang menyampalkan laporan penghapusan kepada Bupati
dengan melampirkan keputusan penghapusan dan Berita Acara Serah
Terima (BAST) penyerahan kepada Pengguna Barang sebagaiamana

_ dimaksud pada ayat (3).
(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagalmana dimaksud pada
" ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang
milik daerah pada Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 161

(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari penyerahan
barang milik daerah kepada Pengguna Barang harus dicantumkan
dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penyerahan

' barang milik daerah kepada Pengguna Barang harus dicantumkan
dalam laporan semesteran dan laporan tahunar. .

K : Pasal 162

(1) Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah
kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1)
huruf c dilakukan oleh Pengelola Barang. :

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak
tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).

{4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati
dengan melampirkan keputusan penghapusan yang disertai dengan:

a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila
pemmdahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara
lelang;

b. Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila pemindahtanganan
dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar

~ + dan penyertaan modal pemerintah daerah; dan

c. Berita Acara Serah Terima (BAST) dan naskah hibah, apabila
pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

‘(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari
TYAaftmn+r Ravrma+ver A1l Aamesml
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- Pasal 163

(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebaga1 akibat dari
pemindahtanganan barang milik daerah harus dicantumkan dalam
laporan barang semesteran dan tahunan Pengelola Barang.

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dar1
pemmdahtanganan barang milik daerah harus dicantumkan dalam
laporan barang milik daerah semesteran dan tahunan.

Pasal 164

(1) Penghapusan karena adanya putusan  pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya
hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf
d dilakukan oleh Pengelola Barang.

(2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan kepada '

Bupati yang sekurang-kurangnya memuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dlhapuskan
sekurang-kurangnya mehputl tahun perolehan, kode barang, kode
register, nama barang, jenis, 1dent1tas, kond1s1 lokasi, nilai buku,
dan/atau nilai perolehan.

. (3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagalmana dlmaksud |

pada ayat (2) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan: ‘
. a. salinan/fotokopi putusan pengadilan ' yang telah
dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan
b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

(4) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan. penghapusan
barang milik daerah dari Pengelola Barang sebagalmana dimaksud
pada ayat (3). ‘

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;

~b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik

- daerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
dan

c. penelitian lapangan), jika diperlukan, guna memastlkan kesesuaian
antara barang milik daerah yang menjadi objek putusan pengadilan -
dengan barang milik daerah yang menjadi objek permohonan
penghapusan.

(6) Dalam hal permohonan penghapusan barang milik daerah tidak

disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai
dengan alasan.

".‘ (7) Dalam hal permohonan penghapusan barang milik daerah disetujui,

Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik
daerah.

i (8) Surat persetujuan penghapusan barang thk daerah sebagalmana

dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurangnya memuat:

a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan,
sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama
barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, jenis,
kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan
penghapusan kepada Bupati.
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Pasal 165

(1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal
164 ayat (7), Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang.

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik
~daerah dari Daftar Barang Pengelola.

" (3) Keputusan penghapusan barang milik daerah dlterbltkan oleh Bupat1

sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak
-tanggal persetujuan.

: (4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati

. dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
~ ayat (3), Pengelola' Barang menghapuskan barang milik daerah dari
Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 166

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dan .Pasal 165

hanya dilakukan karena adanya °putusan pengadilan’ yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum
lamnya

Pasal 167

(1) Perubahan daftar barang Pengelola sebagai akibat dari putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan
pengelola barang.

(2)Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum ‘tetap harus
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahuna.n

Pasél 168

‘(1)' Penghapusan barang milik daerah karena melaksanakan Kketentuan

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
136 ayat (1) huruf e diawali dengan mengajukan permohonan
penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang kepada

- Bupati. ‘

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat: : S
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

b.

data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dlhapuskan
yang sekurang-kurangnya mehputl tahun perolehan, kode barang,
kode register, nama barang, jenis, identitas, kond131 lokas1, nilai
buku dan/atau nilai perolehan.

~ (3) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan

barang milik' daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a.
b.

C.

penelitian data dan dokumen barang milik daerah;

penelitian terhadap peraturan perundang—undangan terkait barang

milik daerah; dan

penelitian lapangan jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian

antara barang milik daerah yang menjadi objek peraturan
perundang-undangan dengan barang milik daerah yang menjadi

objek permohonan penghapusan.
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Pasal 169

- (1) Apabila Bupati menyetujui hasil penelitian sebagaimana dirriaksud dala

Pasal 168 ayat (4), Bupati menerbitkan - surat persetujuan

penghapusan.

(2) Surat persetujuan penghapusan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:

a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dlhapuskan, yang
sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama
barang, spesifikasi/iderntitas teknis, kond1s1 jumlah, nilai buku,
dan/atau nilai perolehan;

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan
penghapusan kepada Bupati.

(3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari.
Daftar Pengelola Barang berdasarkan keputusan penghapusan Bupati.

(4) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud

- pada ayat (3) diterbitkan oleh Bupati pahng lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal persetujuan

Pasal 170

(1) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati
dengan melampirkan keputusan penghapusan.

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimanadimaksud dalam
Pasal 169 ayat (4) Pengelola Barang menghapuskan barang milik
daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 171

(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-uridangan harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat ‘dari
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 172

(1) Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengelola
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf f
dilakukan dengan ketentuan.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pengelola Barang setelah Bupati menerbltkan keputusan penghapusan :
barang milik daerah.

(3) ‘Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud-
pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati paling lambat 1 (satu) bulan seJak
tanggal berdasarkan berita acara pemusnahan.

. (4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati

dengan melampirkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud
pada pada ayat (2) dan berita acara pemusnahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagalmana dimaksud pada

ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari
Daftar Barang Milik Daerah.
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Pasal 173

(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Pemusnahan
- harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan
pengelola barang.

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah 'sebagai akibat dari -
pemusnahan barang milik daerah harus d1cantumkan dalam laporan
semesteran dan laporan tahunan. |

Pasal 174

| (1) Penghapusan karena sebab lain sebagalmana dlmaksud dalam Pasal

136 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pengelola Barang.

{2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapuSan barang milik

daerah kepada Bupati yang paling sedikit memuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

'b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dlhapuskan
yang di antaranya meliputi kode barang, kode register, nama

- barang, nomor register, tahun perolehan, spesifikasi, identitas,

kondisi barang, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

(3) Permohonan penghapusan barang m111k daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan:

a. hilang karena kecurian;

b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa mati untuk
hewan /ikan/tanaman; dan/atau

¢. keadaan kahar (force majeure).

(4) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang
karena kecurian sebageumana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus
dilengkapi: _

a. Surat Keterangan dari Kepolisian;.
b. Surat Keterangan dari Pengelola Barang yang sekurang—kurangnya
memuat: - _

1. identitas Pengelola Barang, - :

2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang
milik daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak
dapat diketemukan; dan '

3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa
penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanya

- unsur Kkelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang

~menggunakan/penanggung Jjawab barang milik daerah/Pengurus

Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada
yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan |
terbakar, susut, menguap, mericair, kadaluwarsa, mati untuk

hewan/ikan/tanaman sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) huruf b

harus dilengkapi:

a. identitas Pengelola Barang; o

b. pernyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran
permohonan yang diajukan;

c. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terbakar, susut,
menguap, mencair, kadaluwarsa, . mati  untuk

- hewan/ikan/tanaman; dan

d. surat pernyataan sebaga1mana dimaksud pada huruf c dJlampm

hasil laporan pemeriksaan/penelitian.
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(6) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan

kahar (force maJeure) sebagalmana dimaksud pada ayat (3) huruf c

~ harus dilengkapi:’

a. surat keterangan dari instansi yang berwenang: :
1. mengenai terjadinya keadaan kahar (force majeure); atau
2. mengenai kondisi barang terk1n1 karena keadaan kahar (force

majeure); dan

b. pernyatdaan bahwa barang m111k daerah telah terkena keadaan
kahar (force majeure).

(7) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan
barang milik daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

(8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:

a. penelitian kelayakan pertlmbangan dan alasan permohonan
penghapusan;

- b. penelitian data administratif sedlkltnya terhadap tahun perolehan,

' spesifikasi/identitas barang milik daerah, penetapan status
penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang
harus dilengkapi dengan bukti kepermhkan nilai buku, dan/atau

. nilai perolehan; dan

... penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c J1ka
d1perlukan

|
\
|
|

i
i
|

Pasal 175

(1) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam

~ Pasal 174 ayat (3) tidak disetujui, Bupati membentahukan kepada
Pengelola Barang disertai dengan alasan. ~

(2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam

- Pasai 174 ayat (3) disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan

1 ‘penghapusan barang milik daerah.

' (3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana

- dimaksud pada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang
o disetujui untuk dlhapuskan yang pahng sedikit meliputi:

' kode barang;

kode register;

nama barang;

tahun perolehan;

spesifikasi/identitas teknis;

kondisi barang;

jumlah;

nilai perolehan;

nilai buku untuk barang m111k daerah yang dapat dilakukan

Doy penyusutan; dan :

"+ . j. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan
‘ penghapusan kepada Bupati.

' (4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

: Bupati menetapkan keputusan penghapusan palmg lama 1 (satu)

~ 1 bulan sejak tanggal persetujuan.

(5) Pengelola Barang melakukan penghapusan barang mlhk daerah dari
- Daftar . Barang ' Pengelola berdasarkan keputusan penghapusan

o sebagalmana dlmaksud pada ayat (4)

HER SO 00 o
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~ Pasal 176

(1) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati
dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah.

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 175 ayat (4), Pengelola Barang mienghapuskan barang milik
daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

(3) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagal akibat dari sebab lain
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

BABXmM
PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
‘ - Pembukuan

Pasal 177

(1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan
- Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam
Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

(2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan
pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang status
penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa
Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

(3) Pengelola Barang menghimpun Daftar Barang' Pengguna/ Dalftar
Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

. (4) Pengelola Barang menyusun Daftar Barang Milik Daerah

-berdasarkan himpunan Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang -
Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Daftar
Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang. '
(5) Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah - ditetapkan oleh
- Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Menteri
Keuangan. . _

Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal 178

(1) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi
dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.

(3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola
Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.

Pasal 179

Pengelola Barang - melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
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Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 180

(1) Kuasa Peng.guna’ Barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa
Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan untuk menyusun
- neraca satuan kerja untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran
dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan
penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan.

(3) Laporan Barang Pengguna sebagalmana dimaksud pada ayat (2)
digunakan sebagai bahan ‘untuk menyusun neraca Satuan Kexja
Perangkat Daerah untuk d1sampa1kan kepada Pengelola Barang.

Pasal 181

(1). Pengelola} Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola
Semesteran dan Tahunan. : :

{2) Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna
Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134
ayat (2) serta Laporan Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

(3) Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 182

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Perhbukuan
Inventarisasi, dan Pelaporan Barang M111k Daerah diatur dengan Peraturan

. Bupati.

BAB XIV
PEMBINAAN PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 183

| - (1) Menteri Keuangan menetapkan kebljakan pengelolaan Barang Milik

Daerah.

‘, (2) Kebijakan sebaga_lmana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebljakan

umum Barang Milik Daerah.

(3) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Barang
‘Milik Daerah dan menetapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
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Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 184

Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah dilakukan oleh:

a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pasal 185

(1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap

Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan,
pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di
dalam penguasaannya.

(2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk satuan kerja dllaksanakan oleh Kuasa ' Pengguna
Barang.

(3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat mermnta aparat
pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut
hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)
dan ayat (2].

(4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang memndaklanjutl hasﬂ
audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 186

. (1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas

pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah, dalam rangka penertiban Penggunaan,
Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat
pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit atas
pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan  Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah. '

BAB XV :
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
OLEH BADAN LAYANAN UMUM

Pasal 187

(1) Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum
Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk
menyelenggarakan Kkegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang
bersangkutan.

' (2) Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan
peraturan pelaksanaannya, kecuali terhadap barang yang dikelola
dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya = untuk menyelenggarakan
kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan
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Pasal 188

Pengelola Barang dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah

dan/atau menggunakan jasa Pihak Lain dalam pelaksanaan Pemanfaatan
dan Pemindahtanganari Barang Daerah.

" BAB XVI
BARANG MILIK DAERAH
BERUPA RUMAH NEGARA

Pasal 189

(1) Rumah Negara merupakan Barang Milik Daerah yang diperuntukkan
sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta
_ menunjang pelaksanaan tugas pejabat negara dan/ ata,u pegawai
negeri.
(2) Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara sebaga1mana
-dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang, Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna - Barang, atau Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang rumah negara golongan III dengan memperhatikan -
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Rumah Negara.
(3) Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan
memperhatikan ketentuan peraturan peru“ldang—undangan mengenai
Rumah Negara. .
(4) Ketentuan .mengenai tata cara Penggunaan, Permndahtanga‘nan,
Penghapusan, Penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang
Milik Daerah berupa Rumah Negara diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII :
GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 190

. (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau

pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan

- melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Setiap pihak - yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau

- sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
- undangan.
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BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19 1

(1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik

Daerah yang menghasilkan penerimaan daerah dapat diberikan
insentif. '

(2) Pejabat atau pegawai ‘selaku pengurus barang dalam melaksanakan
tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarannya
- disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai

yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 192

(1) Bupati dapat mengenakan beban pengelolaan terhadap Barang Milik

Daerah pada Pengguna Barang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban pengelolaan terhadap Barang
‘Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 193

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur
dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Pedoman Pengelolaan Barang

' M111k Daerah.

BAB XIX .
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 194

(1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah terjadi dan belum

mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, Bupati dapat
menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan Pemanfaatan Barang
- Milik Daerah dengan ketentuan Pengelola Barang menyampalkan

permohonan persetujuan untuk sisa waktu Pemanfaatan sesuai.

-dengan perjanjian kepada Bupati, dengan melampirkan:
a. usulan kontribusi dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
b. laporan hasil audit aparat pengawasan intern Pemerintah.

(2) Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan tanpa

. persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah tersedia
seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima Barang Milik Daerah
dengan aset pengganti antara Pengelola Barang dengan mitra Tukar
Menukar dengan ketentuan:

a. Pengelola Barang memastikan nilai barang pengganti sekurang-
kurangnya = sama dengan nilai Barang Milik Daerah yang
dipertukarkan; dan

b. Pengelola Barang membuat pernyataan bertanggung Jawab penuh
atas pelaksanaan Tukar Menukar tersebut.
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(3) Bupati dapat menerbitkan persetujuan Penghapusan atas Barang Milik

Daerah yang telah diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang.

Pasal 195

Pada saat Pératuran Daerah ini inulai berlaku:

~a. seluruh  kegiatan Perencanaan Kebutuhan ~dan penganggaran,

pengadaan,  Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan
~pemeliharaan, Penilaian, Penghdpusan Pemindahtanganan,
Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
Barang Milik Daerah yang telah mendapatkan persetujuan dan/atau
penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan
proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan,; ‘

b. seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan,  Penggunaan,  Pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan,
Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
Barang Milik Daerah yang belum mendapat persetujuan dan/atau
penetapan . dari pejabat berwenang, proses penyelesaiannya
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini;

Pasal 196

. (1) Dalam hal Peraturan Daerah tentang Badan Layanan Umum dan/atau

peraturan pelaksanaannya belum mengatur pengelolaan dan/atau
pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
141 ayat (2), pengelolaan dan pemanfataannya berpedoman pada
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

.'(2) Pelj]an_uan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah

dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah sebelum Peraturan
Daerah ini berlaku, dinyatakan berlaku dengan ketentuan wajib
disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua)
tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. ‘

BAB XX -
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 197

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Toba Samosir Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah dicabut dan dlnyata.kan tidak berlaku.

Pasal 198

Ketentuan lebih lanjut_mengenai kebijakan teknis pelaksanaari Peraturan

‘Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 199

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 'tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,‘ memen'ntahkan

|
| - pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
| : penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba
o - Samosir. ~ :
‘% .
i
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| ° PENJELASAN ATAS

t | PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
o NOMOR 9 TAHUN 2017

1] | - TENTANG

| PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

|

|

I. UMUM '
1. Dasar Pemikiran

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan
efisien sangat membutuhkan tersedianya sarapa dan
prasarana yang memadai yang terkelola dengan b;alk dan
efisien,  sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, bahwa Menteri Keuangan sebagai pembantu
Presiden dalam bidang Keuangan Negara bertindak sebagai
"Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia
yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan
aset dan kewajiban negara secara nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang
‘Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur
mengenai Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran,
Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan,
Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

- Lingkup pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut
: merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai
: ‘penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang
| diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-
, Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
| - "Negara. '
} Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Barang Milik Daerah
\ semakin berkembang dan kompleks, belum dapat
: dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa
| - permasalahan yang muncul serta adanya praktik
g pengelolaan yang penanganannya belum dapat dilaksanakan
! dengan Peraturan Daerah tersebut.

L Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan

| Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang

* Milik Daerah perlu dilakukan penggantian untuk menjawab

‘ permasalahan dan praktik yang belum tertampung dalam
Peraturan Daerah tersebut.

1

- 2, Gambaran Umum
a. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Barang Milik Daerah dalam Peraturan
Daerah ini mengacu pada pengertian Barang Milik
Negara/Daerah berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka
10 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara.




Pengaturan mengenai lingkup Barang Milik Daerah dalam
Peraturan Daerah ini dibatasi pada pengertian Bararng Milik
Daerah yang bersifat berwujud, namun sepanjang belum
diatur lain, Peraturan Daerah ini juga melingkupi Barang
Milik Daerah yang bersifat tak berwujud sebagai kelompok
Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi perencanaan
kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,
penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian. Lingkup pengelolaan Barang Milik Daerah
tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai
penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang
diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

- Negara yang disesuaikan dengan siklus perbendaharaan.

b. Pejabat Pengelolaan BarangMilik Daerah .

Pada dasarnya pengadaan Barang Milik Daerah
dimaksudkan untuk digunakan dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, sehingga apabila terdapat

. Barang Milik Daerah yang tidak dlgunakan dalam
‘penyelenggaraan tugas dan’ fungsi Pengguna Barang wajib

diserahkan kepada Pengelola Barang

'Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 mengatur
bahwa Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik

Daerah yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan

tugas dan fungsi- Pengguna Barang (idle) kepada Pengelola
Barang. Dalam ketentuan ini, Pengelola Barang bersifat pasif
dan dalam pelaksanaan tanggung jawab ini harus didahului

- dengan pelaksanaan Inventarisasi dan audit. Ketentuan ini

dalam pelaksanaannya kurang mampu meminimalkan
Barang Milik Daerah idle.

. Untuk mengernbahkan maksud awal dari pengadaan Barang

Milik Daerah, maka Bupati selaku Pengelola Barang periu
secara proaktif melakukan langkah-langkah penataan
Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, dan dalam -
pelaksanaannya dapat mendelegasikan sebagian dari
kewenangan yang dimiliki tersebut. ' ‘

c. Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, dan
Pengadaan Barang Mxhk Daerah.

" Perencanaan Barang Milik Daerah merupakan
kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan antara
ketersediaan Barang Milik Daerah sebagai hasil pengadaan
yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam




r-arigk-a meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan
Daerah Perencanaan Barang Milik Daerah harus dapat

. mencerminkan kebutuhan riil ‘Barang Milik Daerah pada

satuan kerja perangkat daerah, sehingga dapat dijadikan
dasar dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik
Daerah pada rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

Perencanaan Barang Milik Daerah selanjutnya akan

'menjadi, - dasar dalam Perencanaan Kebutuhan,
 penganggaran, dan. pengadaan Barang Milik Daerah.

Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan
mempertimbangkan  pemenuhan - kebutuhan  dengan
mekanisme pembelian (solusi aset), Pinjam Pakai, Sewa,
sewa beli (solusi non aset) atau mekanisme lainnya yang
dianggap lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

d. Penggunaan Barang Milik Daerah

Barang Milik Daerah yang sedang digunakan untuk

~ penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat

dipindahtangankan.
Barang = Milik Daerah  harus - ditetapkan  status

- penggunaannya pada Pengguna Barang.

Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status
penggunaannya pada Pengguna Barang dapat dialihkan
status penggunaannya Kkepada Pengguna Barang lainnya
atau digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya.

e, Penataﬁsahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah meliputi .kegi-atan
Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan. Tertibnya

" Penatausahaan Barang Milik Daerah dapat sekaligus

mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib,

| . efektif, dan optimal.

Penatausahaan Barang Milik Daerah dilaksanakan
dengan berpedoman pada kebijakan umum Penatausahan
Barang Milik Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri. s

Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah digunakan

‘dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah,

Perencanaan Kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan
Barang Milik Daerah yang secara langsung akan menjadi
bahan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran

' satuan kerja perangkat daerah dan perencanaan Barang

Milik Daerah.

Pelaporan Barang Milik Daerah disusun menurut

| perkiraan neraca yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan

aset lainnya. Aset lancar berupa persediaan, aset tetap

- berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,

jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi
dalam pengerjaan. Aset lainnya terdiri dari aset tak
berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset




tetap yang dihentikan dan penggunaan operasional
pemerintahan. ' '

f. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah-

Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
dilaksanakan secara bersama-sama oleh  Pengelola
Barang/Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang sesuai

- dengan kewenangan masing-masing.

Pengamanan Barang Milik Daerah dllaksanakan untuk
terciptanya tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum
dalam pengelolaan Barang M111k Daerah.

| g. Penilaian Barang Mllik‘Daerah

Penilaian Barang Milik Daerah dllaksanakan dalam
rangka mendapatkan nilai wajar. Penilaian Ba.rang Milik
Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca

~ pemerintah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang

Milik Daerah.

Dalam kondisi tertentu, Barang Milik Daerah yang
telah ditetapkan nilainya dalam neraca Pemerintah Daerah

: dapat dilakukan Penilaian kembali.

‘h. Pemanfaatan dan Pemindahtangaﬁan Barang Milik
Daerah

"Barang Milik Daerah berupa tanah  danjfatau

.bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan tidak sedang dimanfaatkan . Wa_]lb
diserahkan kepada Pengelola Barang.

Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik

Daerah . dilakukan = dalam rangka = optimalisasi

pendayagunaan Barang Milik Daerah dan untuk mendukung
perigelolaan keuangan Daerah.

i. Pemusnahan Barang Milik Daerah

Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan dalam
hal Barang Milik Daerah sudah tidak dapat digunakan,
tidak dapat dimanfaatkan, atau alasan lainnya sesuai

- ketentuan peraturan perundang—undangan

Pemusnahan  Barang  Milik Daerah  harus

‘mempertimbangkan tidak adanya unsur Kkerugian bagi

Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

~ j. Penghapusan Barang Milik Daerah

Penghapusan Barang Milik Daerah merupakan
kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan Barang Milik
Daerah, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan
dan laporan Barang Milik Daerah dari catatan atas Barang
Milik Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan
Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang dengan selalu memperhatikan asas-asas dalam
pengelolaan Barang Milik Daerah.




| IL PASAL DEMI PASAL

'Pasal 1
. Cukup jelas.
o "gPasal 2
' . Cukup jelas.
'Pasal 3
| Ayat (1)
| Cukup jelas.
| Ayat(2)
- Huruf a :
| Termasuk dalam ketentuan ini meliputi hibah/sumbangan atau
‘ yang sejenis dari negara/lembaga internasional dalam kerangka
| penanganan bencana. '
r Huruf b , _ _ ' ‘ ,
| '~ Termasuk .dalam ketentuan ini antara: lain barang yang
! ‘diperoleh dari kontrak karya, kontrak bagi hasil, kontrak kerja
’f sama Pemerintah dengan bddan usaha dalam penyediaan
'i . infrastruktur.
»L ‘Huruf ¢
'i _ Cukup jelas.
| Huruf d
g - Cukup jelas
Pasal 4
!t Ayat (1) _
Il Cukup jelas.
i Ayat (2)
-, Cukup jelas.
Pasal 5 '
. Cukup jelas.
?asal 6
' Cukup jelas.
Pasal 7
| Cukup jelas.
Pasal 8 '
| Cukup jelas.
Pasal 9
! Cukup jelas.
Pasal 10
| Cukup jelas.
‘Pasal 11
| Cukup jelas.
Pasal 12
i Cukup jelas.
" Pasal 13
- Cukup jelas.
Pasal 14
 Cukup jelas.
P?sal 15
 Cukup jelas.
Pasal 16
| Ayat (1) ' E - '
g "~ Yang dimaksud dengan “ketersediaan Barang Milik Daerah yang
O ada” adalah Barang Milik Daerah, baik yang ada di Pengelola
! Barang maupun Pengguna Barang.

|
|




F !

- Ayat (2) | » »

g 'Perencanaan pengadaan dibuat dengan mempertimbangkan
E pengadaan barang melalui mekanisme pembelian, Pinjam Pakai,
| Sewa, sewa beli (leasing), atau mekanisme lainnya yang lebih

efektif dan efisien sesuai kebutuhan penyelenggaraan
pemermta_han Daerah.

| . Perencanaan pemehharaan Pemanfaatan Pemmdahtanganan
dan Penghapusan Barang Milik Daerah dapat dilakukan untuk
periode 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun.
Ayat (3)
| Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

i Cukup jelas.

Ayat (6)

. Cukup jelas.

Ayat (7)

| Cukup jelas.
Pasal 17

Ayat (1)

. Cukup jelas.

Ayat (2)
| Cukup jelas.

Ayat (3) : :
! = Termasuk data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola
' Barang adalah laporan - Pengguna Barang semesteran,
3 laporan Pengguna Barang tahunan, laporan Pengelola Barang
| semesteran, laporan Pengelola Barang tahunan, dan sensus barang
f serta laporan Barang Milik Daerah semesteran dan tahunan.
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.

" Pasal 21

Gukup jelas.

Pasal 22
Yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan dengan kondisi tertentu antara lain Barang Milik Daerah yang'
tldak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.

_ Pasal 23

Huruf a
| usul penggunaan mel1put1 Barang Milik Daerah yang dlgunakan oleh
' Pengguna barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi.
Hurufb
-E penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah oleh Bupatl
disertai dengan pencatatan Barang Milik Daerah tersebut dalam daftar

|  barang pengguna oleh pengguna barang.
Pasal 24
Cukup jelas.

|-




" Pasal 25

Persetujuan Bupati sekurang-kurangnya memuat mengenai wewenang
: : .| dan tanggung jawab Pengguna Barang dan Pengguna Barang sementara.
. Pasal 26

| : . Cukup jelas.
~ Pasal 27

| ' Cukup Jelas
| Pasal 28

o | Cukup jelas.
l Pasal 29
 Ayat(1)

‘ Cukup jelas.
| | Ayat (2)

| } » A ! Huruf a
| ' Cukup jelas.
Huruf b

_ Cukup Jelas
Hurufc :
_ Termasuk dalam pengertian “sumber lain” antara laln hasil
| _ j pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan
. ' | " oleh Pengelola Barang atau Bupati dan laporan dari
; Co i _ masyarakat.

: | Ayat(3) o

- L Cukup jelas

| Paszl 30 o

| Ayat (1)

’~ Huruf a

Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan
Pengelola Barang antara lain tanah dan/atau bangunan
yang diserahkan kepada Pengelola Barang.

Hurufb
Cukup jelas.

\

i : \
| |
! .

‘Ayat (2)
| : ; Yang dimaksud dengan ’pertimbangan teknis” antara lain

| berkenaan dengan kondisi atau keadaan Barang M111k Daerah dan
L rencana Penggunaan.

|
Pasal 31

" Cukup jelas.
Pasal 32

| Ayat (1)

' ‘ Huruf a _ X '
' Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang
~ antara lain tanah dan/atau bangunan yang dlserahkan

L - kepada Pengelola Barang
| Huruf b
i . Cukup jelas..
| Huruf ¢ :
' - Cukup jelas.

Il
4

|
t Ayat (2)
l Cukup jelas.

| . Ayat (3)
- ~+ Cukup jelas.
' ' Pasal 33
. Ayat (1)
Cukup jelas.




' Ayat (2)

L Cukup jelas. = '

| Ayat(3).

1 Huruf a '

! Yang dimaksud dengan “kelja Sama infrastruktur? adalah
! penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan
‘ Peraturan Perundang—undangan

- Hurufb :

Cukup jelas.

Hurufc

. Yang d1maksud dengan “dltentukan lain. dalam Undang-
| Undang” seperti jangka waktu Sewa rumah susun.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “formula tarif Sewa adalah perhitungan

- nilai Sewa dengan cara mengalikan suatu indeks tertentu dengan
; nilai Barang Milik Daerah.

] Yang dimaksud dengan “besaran Sewa” adalah besaran nilai
| nominal Sewa Barang Milik Daerah yang ditentukan.

‘. Ayat (5)

Yang dimaksud dengan n1empert1mbangkan n11a1 keekonorman
b antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan
membayar (ability to pay) masyarakat dan/atau kemauan
membayar (willingness to pay) masyarakat.

|
| Ayat (6)
|
|

i
|
\
|
i
|
l

Cukup jelas.
i Ayat {7) |
; Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas
Ayat (9)
Cukup Jelas
Ayat (10) -
Yang dlmaksud dengan “Kerja sama infrastruktur” adalah

i penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan
} Perundang-undangan.

: Pasal 34

. Cukup _]elas

‘ Pasal 35

| Ayat (1) | o ,
»‘; - Tidak termasuk dalam pengertian Pinjam Pakai adalah pengalihan

[ Penggunaan barang antar Pengguna Barang Barang Milik Daerah.
Ayat (2) -
f " Cukup Jelas
Ayat (3)
= Cukup jelas.
P’asal 36 '
- wCukup Jelas
Pasal 37 :
Ayat (1)
! Huruf a : _
| . Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang

antara lain tanah dan/ atau bangunan yang d1serahkan
kepada Pengelola Barang.




Huruf c
Ayat (2)
Ayat (3)

Ayat (4)

Huruf b :
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas. .

E ' Cukup jelas.

I_’as‘al 38 -
' Ayat (1).
- Huruf a

Huruf b

|

I

|

|

{

l

{

|

{ -
|

|

|

|

l

|

| "Huruf c
I

L

Cukup jelas.

. Yang termasuk “Barang Milik Daerah yang bersifat khusus”
antara lain:

barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,;

barang yang memiliki- tingkat kompleksitas khusus
seperti bandar udara, pelabuhan laut, kilang, 1nstala31
tenaga listrik, dan bendungan / waduk

barang yang d1ker_]asamakan dalam investasi yang

berdasarkan perjanjian oleh Pengelola Barang Milik
Daerah atau Bupati.

Cukup jelas.
Huruf d

L Cukup jelas.

. Hurufe

| Perhitungan besaran konstribusi pembagian keuntungan
1 ' © yang merupakan bagian Pemerintah Daerah harus

Huruf f

memperhatikan perbandingan nilai Barang Milik Daerah
yvang dijadikan objek Kerja Sama Pemanfaatan dan manfaat
lain yang diterima Pemerintah Daerah dengan nilai mvesta31
mitra dalam KerJa Sama Pemanfaatan

Cukup jelas.

Huruf g

- Hurufh

i

|

| o
\ ' Cukup jelas.

|

!

Cukup jelas.

Hurufi
i Huruf j
l. Huruf k
.i Ayat (2)

Ayat (3)

'Cukup jelas.
Cukup _]eldS.
Cukup Jelas.

Cukup jelas.

f Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas




. Ayat (5) -
| “Cukup Jelas
Ayat 6) -
| Penetapan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
| dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
| - Badan Usaha Milik Daerah.
Pasal 39 , -
f Cukup jelas.
Pasal 40
{ Cukup jelas.
Pasal 41
1L Ayat (1)
: Huruf a o - S
- Spesifikasi bangunan dan fasilitas pada pelaksanaan
Bangun Guna Serah atau -Bangun Serah Guna disesuaikan
: dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi:
; _ pemerintahan daerah.
1 ‘Huruf b
| Cukup jelas.
. Ayat (2) ,
Cukup jelas. -
'Ayat (3) '
Cukup jelas.
Ayat (4)
_ Cukup jelas.
Ayat {5) _ R
Keikutsertaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan Bangun Guna
Serah atau Bangun: Serah Guna dimulai dari tahap persiapan
pembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan
A | penyerahan hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
.Pasal 42

l Yang dimaksud dengan ”hasﬂ” adalah bangunan beserta fasilitas yang
l

telah diserahkan oleh mitra setelah berakhirnya jangka waktu yang
diperjanjikan untuk Bangun Guna Serah atau setelah selesamya
| pembangunan untuk Bangun Serah Guna.
Pasal 43 :

L Cukup jelas.

Pasal 44
. Cukup Jelas
_ Pasal 45
| Cukup jelas.
Pasal 46
. Ayat (1) .
! Cukup jelas.
] Ayat (2)
Cukup Jelas
| Ayat (3) -
| Perpanjangan jangka waktu kerja sama hanya dapat dilakukan
5 -apabila terjadi government force majeure, seperti dampak kebijakan
| pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonoml '
§‘ ~ politik, sosial, dan keamanan '
1 Ayat (4)
; Cukup jelas.

. Ayat (5)

Cukup Jelas

s



: Ayat (6)

| S Cukup Jelas.
~ 1 Ayat (7)

| " Cukup jelas.

| . - Ayat () ‘

E o | Cukup jelas.

| | Ayat (9)

. | Cukup jelas.
Pasal 47 :
\ ' Ayat (1)
1 : N ‘Cukup jelas.
o | Ayat (2)
P Cukup jelas.
., Pasal48 ‘ :
- Ayat(l)
| ’ Cukup jelas.
. Ayat(2)
. ‘ b Cukup jelas.
| . | Ayat (3)
: Cukup Jelas
Pasal 49
Ayat (1)
b Cukup jelas.
Ayat (2)
' Cukup _]elas
Ayat (3)
Cukup jelas.
" Ayat (4)
Cukup jelas.

. Pasal 50
o Cukup Jelas
Pasa{tl 51
' Ayat (1)
\ " . Yang dlmaksud dengan pemehharaan” adalah suatu rangkaian
\ kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua Barang
i ‘Milik Daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap
t digunakan secara berdaya guna dan berhasﬂ guna.
! Ayat (2) .
i g Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang merupakan baglan dari
| Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah '
| Ayat (3} .
t Cukup jelas.
; -Ayat (4)
Cukup Jelas :

1

Pasal 52
| Ayat (1) |
Yang dimaksud dengan "secara: berkala” adalah setiap enam

[
| ~bulan/per semester.
| Ayat (2)
! Cukup jelas.

) - Pasal 53
| 4 | Cukup jelas.
- Pasal 54
3 . Cukup jelas.
Pasal 55
. Ayat (1)




Pasal 58

- Yang dimaksud dengan “Penilai Pemerintah” adalah Penilai

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah yang d1angkat oleh
kuasa Menteri Keuangan serta diberi tugas, wewenang, dan

. tanggung jawab untuk melakukan Pen11a1an, termasuk atas hasil

penilaiannya secatla independen.

Yang dimaksud dengan “Penilai Publik” adalah Penilai selain
Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan
menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemenntah ‘

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “nilai wajar” adalah estimasi harga yang
akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk
penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan

berkeinginan untuk melakukan transaksi Wa_]ar pada tanggal
Penilaian.

Nilai wajar yang diperoleh dari hasil Penilaian menjadi tanggung
jawab Penilai. : _ ‘ '

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-
undangan” diantaranya ketentuan yang mengatur mengenai
standar Penilaian.

Yang d1maksud dengan “ketentuan Pemerintah yang berlaku
secara nasional” adalah kebijakan yang ditetapkan oleh
Pemerintah untuk seluruh entitas Pemérintah Daerah.

. Ayat (1) ' '
i Yang dimaksud dengan ”t1m adalah panitia penaksir harga yang
| unsurnya terdiri dari instansi terkait.
| Yang dimaksud dengan ”Penilai”. adalah Penilai Pemerintah
i “atau Penilai Publik. '
. Ayat (2) - L
; Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang—
E undangan” diantaranya ketentuan yang mengatur mengenai
j standar Penilaian.
. Ayat (3)
| Cukup jelas.
l Ayat (4)
S Cukup Jelas
' Pasal 57
| Ayat (1) 4 A
I Yang dimaksud dengan “Penilaian kembali” adalah proses
i revaluasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang metode
| penilaiannya dilaksanakan sesuai standar Penilaian.
¥
E Ayat 2)
|

Cukup jelas.

Pasal 59

' Cukup jelas.

Pasal 60

- Ayat (1)

|

1
|
A

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a : '




Tidak sesuai dengan tata ruang wil-ay—ah artinya pada lokasi
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan

- dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi

kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah
perkantoran menjadi wilayah perdagangan.

Tidak sesuai dengan penataan kota artinya atas Barang
Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dimaksud
perlu = dilakukan penyesuaian, yang berakibat pada
perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Hurufb

Yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas
tanah tersebut untuk dirobohkan yang selanjutnya didirikan
bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi)

- sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam

dokumen penganggaran.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan. “tanah dan/atau bangunan
diperuntukkan bagi pegawai negeri” adalah:

tanah dan/atau bangunan yang merupakan kategori Rumah
Negara/daerah golongan III.

tanah, yang merupakan tanah kavhng yang menurut
perencanaan awalnya untuk pembangunan perumahan
pegawai negeri.

fl
v

Huruf d

Yang dimaksudkan dengan “kepentlngan umum” adalah
kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara,
masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau
kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan

Pemerintah Daerah dalam lingkup hubungan persahabatan
antara daerah dengan daerah lain atau masyarakat.

Kategori bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan
umum antara lain :

- - jalan umum telmasuk akses Jalan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

- saluran air minum/air bersih dan/atau saluran
pembuangan air; » '

- Waduk, bendungan dan bangunan pengairan launnya
termasuk saluran irigasi;

-  Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;

- Pelabuhan, bandar utara, atau terminal;

- Tempat ibadah; :

- Sekolah atau lembaga pendidikan non komers1a1

- Pasar umum,

- _Fasilitas pemakaman umum; -

- Fasilitas keselamatan umum antara lain tanggul
penanggulan bahaya banjir , lahar dan lain-lain bencana;

- Sarana dan prasarana olahraga untuk umum;

.- Stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana

pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;

- Kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah;

- "Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara RI sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- Tempat pembuangan sampah untuk umurag;

- Cagar alam dan cagar budaya,;

- Promosi Budaya Nasional;

- Pertamanan untuk umum,;

1 . = _




- Panti sosial;
! - Lembaga pemasyarakatan;
o ' - Pembangkit, turbin, transmisi dan distribusi tenaga
| - listrik termasuk instalasi pendukungnya yang merupakan
' _ ] ' - satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
.. . Pasalé6l o
| .1 Cukup _]elas
Pasal 62
o 1 Cukup jelas.
Pasal 63
, - Cukup _]elas
Pasal 64
Ayat (1) o
) Cukup jelas.
" Ayat (2)
! Yang dimaksud dengan “tidak digunakan, / dimanfaatkan” adalah Barang
[ Milik Daerah tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
aE

dan fungsi satuan kerja perangkat daerah atau tidak dimanfaatkan oleh
| pihak lain.

| Pasal 65
| . Ayat (1) - |
| | " Yang dimaksud - dengan ’lelang”’adalah Penjualan
| Barang Milik Daerah yang terbuka untuk umum dengan
| . penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin
l -meéningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang
! didahului dengan pengumuman lelang dan harus dilakukan di
, hadapan pejabat lelang.
| Ayat (2)
! Cukup jelas.
| Ayat (3) ‘
) Cukup jelas.
| Ayat (4) S
! | Huruf a
i ] ' Yang termasuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus”
_ k : adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai
| . dengan ketentuan Peraturan Perundangan, misalnya Rumah
| - Negara golongan Ill yang dgua_l kepada penghuni.
| .
|
|
|

Hurufb
! Cukup jelas.
3 Ayat (5)
| Cukup jelas.
! Ayat {6)
% ! Cukup jelas.
| . Pasal 66 o
| | Ayat (1)
| | Cukup jelas.
| | Ayat (2) .
- 1 - Cukup jelas.
i 1 Ayat (3) ¢
| : | Cukup Jelas;
S | Ayat (4)
E | Yang dimaksud dengan “nilai limit” adalah harga minimal barang
: E yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Pengelola Barang/Pengguna
' | Barang selaku penjual.
‘ Ayat (5)

N Cukup jelas.
i Ayat (6)

4




Pa%sal 67

Pasal 68

| Cukup jelas.

Pa}sal 69

Pasal 70

| Cukup jelas.
Pasal 71 :
Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

_ | Cukup jelas.

~ Pasal 74

: ' . Cukup jelas.
- Pasal 75 .

Cukup jelas.

- Pasal 76 .

| ‘Cukup jelas.

'\

Pasal 77

| Cukup jelas.

Pasal 78

| Cukup jelas.

Pasal 79

l Cukup jeias.
~ Pasal 80 |
. Cukup jelas.

Pasal 81 )
Cukup jelas.

Pasal 82
| Cukup jelas.

Pasal 83 .
Cukup jelas.

. Pasal 84

| Cukup jelas.
Pasal 85 -

. Cukup jelas.

Pasal 86

' ‘Cukup jelas.

Pasal 87

: ﬁ Cukup jelas.

Pasal 88

| Cukup jelas.
Pasal 89

| Cukﬁp jel-és.

Pasah 90

| Cukup jelas. -
‘Pasal 91 3

Pasal 92
| Cukup jelas.

Pasal 93

i Cukup jelas.

~ Pasal 94

~ Cukup jelas.
I

Cukup jelas.

o Cukup jelas.

Cukup je}as.'

| Cukup jelas.




.

[

Pasal 95 =

.. Cukup jelas.
~P'a:sal 96 :

i - Cukup jelas.
Pasal 97

i Cukup jelas.
‘Pasal 98

i'- Cukup jelas.
Pasal 99
i Cukup jelas.
Pasal 100

| Cukup jelas.
‘Pasal 101

" Cukup jelas.
Pasal 102 :

E .Cukup jelas.
Pasal 103 '

‘Ayat (1)

Ayat (2}
Hurufd

Ayat ( '1.) .

Tukar Menukar dltempuh apabila pemenntah tidak dapat '
menyedlakan tanah dan/atau bangunan penggantl

Yang dlmaksud dengan “swasta” adalah pihak swasta, baik
yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

Pasal 105
- Ayat (1)

i
!
I
I
|
|
1
i
!
|
|
I
|
|

l
|
|
J
I
|
|
Pasal 104
|
|

Huruf b

Huruf a ,
Cukup jelas.
Hurufb

Tanah dan/atau bancrunan yang berada di Pengguna Barang
tanah dan/atau bangunan yang masih -
~dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsr
Pengguna 'Barang’ tetapi tidak sesuai dengan tata ruang
‘wilayah atau penataan kota.

"antara lain

- Hurufc
Cukup jelas.

Ayat 2 .
Yang dimaksud dengan

Daerah ini.

' Ayat (3)

‘Cukup jelas.

Cukup jelas.

' Ayat (2)
- Huruf a

Cukup jelas.

Cukup Jelas
Hurufc

Huruf d ,
Cukup jelas.

“sesuai batas kewenangan”
~sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 63 Peraturan

Yang dimaksud dengan “sesuai batas kewenangan” adalah
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 63
Peraturan Daerah ini.




Hurufe

- Yang dimaksud dengen “sesuai batas kewenangan” adalah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 63 Peraturan
" Daerah ini.

Ayat (3)
' Cukup Jelas.
Ayat (4)

~ Cukup Jelas.‘
| Ayat (5) o
’ Cukup jelas.

Cukup jelas.
Huruff S
Cukup jelas.
~ Ayat(1) : | .
Yang . dimaksud dengan “penyelenggaraan pemerintahan
1 daerah” adalah termasuk, hubungan antar daerah, hubungan
1 antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,
hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, dan
l pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas
, dan fungsi Pemerintah Daerah.
. Ayat (2) '
: ~ Cukup jelas.
| - Ayat (3) '
i - Cukup jelas.
~ Paslal 107
. | Cukup jelas
Pasal 108
.1 Cukup jelas
Pasal 109 S
! Cukup jelas
Pasal 110 ‘
§ Cukup jelas
| Ayat (1)
; Hurufa S
', ' Cukup Jelas
‘I Huruf b
1 Tanah dan / atau bangunan yang berada pada Pengguna
I Barang antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari
| awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai
| - yang tercantum dalam dokumen penganggaran.
l - Yang dimaksud dengan dokumen pengganggaran meliputi .
; antara lain Rencana Kerja Anggaran (RKA) atau Daftar
. Pelaksanaan Anggaran (DPA) -
| Hurufc _
| ; Yang dimaksud dengan “Barang M1hk Daerah selain tanah
g . dan/atau bangunan” meliputi: o
‘ 1. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan
| yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan;
i 2. Barang Milik Daerah selain tanah danj/atau bangunan
; yang lebih optimal apabila dihibahkan.
| Ayat (2) ' '
|
|
|
I
|
|
|

‘Pasal' 111

- Cukup jelas.

| . ,
e




-

+

Pasal 112

|

‘Cukup Jeias.

Pasal 113

|

Cukup Jelas.

Pasal 114

l

Cukup jelas.

Pasal 115

l

Cukup jelas.

Pasal 116

|
l

Cukup jelas.

Pasal 117

.. Cukup Jelas.

‘ Pasal 118

Cukup jelas. .

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

| Ayat (2)

|
l
|
]
|
|

Ayat (1)
' Cukup Jelas

Huruf a

Yang dimaksud dengan dokumen pengganggaran meliputi
antara lain Rencana Kerja Anggaran (RKA) atau Daftar
Pelaksanaan Anggaran (DPA). :

Huruf b
C Cukup Jelas
Pasal 122 |
| Ayat (1)
"~ Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb ' :

.Barang M111k Daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang

dimaksud pada ayat ini meliputi: _ 4

1. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan

yang dari awal pengadaannya untuk disertakan sebagai
modal Pemerintah Daerah; .

2. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan
| yang lebih optimal untuk dlsertakan sebaga1 modal
| Daerah. :

Ayat (2) | |
Yang dimaksud dengan “sesuai batas kewenangan” adalah

1
|
|

L

!
|
!

Pasal 123

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 63 Peraturan
Daerah ini.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
. Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

b
. Ayat (1)

i

| _ . _ A :

Cukup jelas.




» Ayat{2)
3 Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
‘Hurufe
L Yang dimaksud dengan sesuai batas kewenangan” adalah
! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 63
_ ; ' ' Peraturan Daerah ini.
Pasal 124
| Cukup jeias.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126 .
. Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
- Pasai 128
| Cukup jelas.
Pasal 129 '
! Cukup jelas.
- Pasal 130
A . Cukup jelas.
Pasgl 131
! Cukup jelas.
Pasal 132 _
' Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
_Pasal 134
' f Cukup jelas.
Pasal 135
] Ayat(1)
| Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan
: t Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dlsebabkan
| karena:
l
|

I
f
|
\
i

a. penyerahan kepada Pengelola Barang; .

~ b. pengalihan status Penggunaan Barang Daerah selain tanah
dan/atau bangunan kepada Pengguna Barang lain;
~ ¢. Pemindahtanganan' atas Barang Milik Daerah selam tana.h
~dan/ atau bangunan kepada Pihak Lain; '

d. putusan pengadllan yang telah berkekuatan hukum tetap dan
sudah tidak ada upaya hukum lainnya;

e. menjalankan ketentuan undang-undang; |
Pemusnahan; atau

|
|
|
I
i
|
\
|
: [ g. sebab lain antara lain karena hilang, kecurian, terbakar, susut,
: menguap, dan mencair.
. .

'

!

t

|

|

|

i

Ayat (2)

| Cukup jelas.

Ayat (3) |

} Cukup jelas. ,
Pasal 136

+ Cukup jelas.

|
'
|-




I

|
o
Pasal 137
' |

als

Cukup jelas.

_‘Pasal 138

!i Cukup jelas.

Pasal 139
1 Cukup jelas.

~ Pasal 140

: l Cukup jelas.
Pasal 141
% Cukup jelas.
Pasal 142 "
| Cukup jelas.

Pa#al 143

- Cukup jelas.
Pasal 144 :
] Cukup jelas.

Pasal 145

1 Cukup jelas.
Pasal 146

| Cukup jelas.

| Pasal 147

l\' Cukup jelas.

~Pasal 148 -

Cukup jelas.
Pasal 149
| Cukup jelas.
Pasal 150
l Cukup jelas.

_'Pasal 151

i Cukup jelas.'
Pasal 152
| Cukup jelas.

- Pasal 153

l Cukup jelas.

' Pasal 154

{ Cukup jelas.
Pasal 155 ~
| Cukup jelas.
Pasal 156
' l\ Cukup jelas.
Pasal 157
i Cukup jelas.
Pasal 158 o
| Cukup jelas.

. Pasal 159

| Cukup jelas.

' Pasal 160

| ' Cukup jelas.
Pasal 161 :

\ Cukup jelas.
Pasal 162

| Cukup jelas.

' Pasal 163

' Cukup jelas.
Pasal; 164
yCukup Jelas

- Pasal 165

i ) ‘ )
P f




.

[
E Cukup Jelas.
‘Pasal 166
| Cukup Jelas..
Pasal 167 ‘
% Cukup jelas.
Pasal 168 o
Cukup Jelas.
Pasal 169
% Cukup jelas.
Paﬁal 170 '
, - Cukup jelas.
Pasal 171
| Cukup jelas.
Pas‘al 172 '
, i Cukup jelas.
' Pasal 173
} Cukup jelas.
Pasal 174 -
l[ " Cukup jelas.
Pasal 175 ~
" Cukup Jelas
'Pasal 176

{ Cukup jelas.

Pasal 177
| Ayat (1) |
l Cukup jelas.
| Ayat (2)
| Cukup jelas.
| Ayat (3)-
E Cukup jelas. .
| Ayat (4) ~
- Cukup jelas. -
11 - Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk Barang Milik
| - Daerah yang dlmanfaatkan oleh Pihak La1n
| Ayat (5) .
; .Cukup jelas.
Pasa|l 178 '
i Cukup jelas.
Pasal 179
' Cukup jelas.
Pasal 180
\ Cukup jelas
Pasal 181
! Cukup jelas.
Pasal 182 ‘
| Cukup jelas.
Pasal 183
1Ayat (1) _ ' _
o Yang dimaksud dengan “kebijakan” adalah Lkebijakan yang
) " dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri secara tertulis, baik dalam
| bentuk Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negen maupun
l surat Menteri Dalam Negerl yang memuat prinsip pengelolaan
; Barang Milik Daerzh.

Cukup jelas.




!
|
| Ayat {3)
| Cukup jelas.
Pasal 184 '
| Cukup jelas. -
Pasal 185

| Cukup jelas. .
Pasal 186
Cukup jelas.

: Pasal 187

| Axyat (1) , - , ' ~
Yang dimaksud dengan “Badan Layanan Umum Daerah” adalah
L instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk
- memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa - penyediaan

barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
‘ -keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya d1dasarkan pada
; prinsip ef151en31 dan produktivitas. :

| Ayat (2) _

Yang dimaksud dengan sepenuhnya untuk menyelenggarakan
kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi” adalah
bahwa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum
Daerah harus sesuai dengan dan tidak bergeser dari tugas dan
fungsi Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.

Seluruh penerimaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah selain
yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk
menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan Badan Layanan
‘Umum Daerah yang bersan gkutan wajib dlsetorkan ke Kas Daerah
l sebagai penerlmaan daerah

|
|
|
:
|

. Pasal 188

| Pembentukan Badan Layanan Umum dan /atau penggunaan jasa Pihak
l Lain dimaksudkan = agar pelaksanaan Pemanfaatan  dan
Pemindahtanganan dapat dilaksanakan secara lebih profesmnal ‘

| Pasal 189

]i' Cukup jelas.

Pasal 190
| Cukup jelas.

Pasal 191
| Cukup jelas. |
Pasal 192 -
\ Cukup jelas.
Pasal 193

l Cukup jelas.

Pasal 194

| Cukup jelas. : ' s 4
Pasal 195
{ Cukup jelas.
Pasal 196 '
| .Cukup jelas.

. Pasal 197

! Cukup jelas.
Pasal 198 .

| Cukup jelas.
Pasal 199

I Cukup Jelas.
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